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ABSTRAK

Alfi Hasanah (2025): TINGGINYA PENGHASILAN ISTRI DALAM
MENINGKATKAN RESIKO PERCERAIAN
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Bengkalis).

Istri yang memiliki penghasilan yang jauh lebih besar dibandingkan
suaminya memunculkan ketimpangan pendapatan dan menggeserkan hak dan
kewajiban jika tidak dijalankan dengan bijak dan berdampak pada
ketidakharmonisan hubungan rumah tangga sehingga dapat menyebabkan
perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana tingginya
penghasilan istri dalam meningkatkan resiko perceraian di Pengadilan Agama
Bengkalis dan apakah ada perbedaan tingkat perceraian pada pasangan dengan
penghasilan istri yang lebih tinggi dibandingkan dengan pasangan dengan
penghasilan istri yang lebih rendah di Pengadilan Agama Bengkalis. Penelitian ini
merupakan penelitian lapangan (field Research) dengan menggunakan teknik
pengumpulan data melalui observasi, inferview (wawancara) dan dokumentasi,
serta subjek penelitian ini adalah beberapa informan yakni Hakim, Panitera
Pengadilan Agama Bengkalis serta beberapa pasangan rumah tangga di
Kabupaten Bengkalis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingginya
penghasilan istri dapat meningkatkan resiko perceraian di Pengadilan Agama
Bengkalis, dengan faktor agama, ekonomi, sosial, dan psikologis yang
mempengaruhi dinamika rumah tangga. Penghasilan yang lebih tinggi membuat
istri lebih mandiri secara ekonomi, yang dapat mengubah peran keluarga,
menimbulkan ketegangan, dan ketidaksetaraan penghasilan, serta perbedaan status
sosial dan pengelolaan keuangan turut memperburuk hubungan suami-istri. Kasus
perceraian wanita Karir di Pengadilan Agama Bengkalis meningkat dengan
puncaknya pada tahun 2024 dan terlihat adanya perbedaan penghasilan (Gaji)
antara pasangan dengan penghasilan istri yang lebih tinggi dibandingkan dengan
pasangan dengan penghasilan istri yang lebih rendah pada perceraian, Namun
kasus perceraian di Pengadilan Agama Bengkalis lebih dominan terjadi pada istri
yang berprofesi sebagai PNS, dengan faktor lain yang turut berkontribusi seperti
faktor ekonomi, agama, sosial dan psikologis.

Kata Kunci: Penghasilan Istri, Perceraian
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ABSTRACT

Alfi Hasanah (2025): The Role of A High Wife's Income In Increasing The Risk
of Divorce (Case Study at The Bengkalis Religious Court)

: A wife who earns significantly more than her husband can create an income
imbalance and potentially disrupt family roles and responsibilities if not managed
wisely. This situation may lead to household disharmony and, ultimately, divorce.
This study aims to analyze the extent to which a higher income earned by the wife
contributes to an increased risk of divorce at the Bengkalis Religious Court.
Additionally, it seeks to identify whether there is a difference in divorce rates
between couples where the wife earns more and those where the wife earns less.
This research adopts a field study approach using data collection techniques such
as observation, interviews, and documentation. The study's subjects include several
key informants, namely judges, clerks of the Bengkalis Religious Court, and several
married couples in Bengkalis Regency. The findings reveal that a higher wife’s
income can indeed increase the risk of divorce, with economic, social, and

[psychological factors influencing household dynamics. A higher income often leads

to greater financial independence for the wife, which can alter family roles, create
tension, and intensify income inequality. Additionally, differences in social status
and financial management contribute to marital conflict. The number of divorce
cases involving career women at the Bengkalis Religious Court has shown an
upward trend, peaking in 2024. However, the study found no significant difference
in divorce rates between couples where the wife earns more and those where the
wife earns less. Nevertheless, divorce cases were more prevalent among wives
working as civil servants, with other contributing factors also playing a role.

Keywords: Role, Wife's Income, Divorce
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dalam Islam mengandung dua arti yakni dimensi cinta
dan kasih sayang, dimensi Kkedua adalah fisik termasuk biologis.
Berhubungan dengan reproduksi kedua dimensi ini menjadi dasar dan
tujuan dilaksanakan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang
penuh kasih sayang sekaligus mendapatkan keturunan.'

Perkawinan merupakan salah satu jalan amat mulia untuk mengatur
kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang
sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan
kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan
pertolongan antara satu dengan yang lain.”

Islam memandang pernikahan bukan sebagai sarana untuk
mencapai kenikmatan lahiriah semata, tetapi bagian dari pemenuhan naluri
yang didasarkan pada aturan Allah SWT yang bernilai ibadah.’
Tujuannnya sangat jelas yaitu membentuk keluarga yang tenang, penuh
cinta dan kasih sayang, dengan begitu pernikahan akan mampu
memberikan konstribusi bagi kestabilan dan ketenteraman masyarakat,
karena dengan perkawinan kaum pria dan wanita dapat memenuhi naluri

seksualnya secara benar dan sah sesuai tuntunan agama. Lebih dari itu

' Syaidun, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nafkah Keluarga Dari Istri Yang
Bekerja,” Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial 13, no. 1 (2019)., h. 90

* Nor Harisudin, Ushul Fikih 1 (Jember: IAIN Jember Press, 2018).. h. 109

. Nasyat Al Masri, Nabi Suami Teladan, Terj. Salim Basyarahil (Jakarta: Gema
Insani Press, 1993)., h. 11



(]

pernikahan dalam Islam adalah bagian dari proses keberlangsungan
generasi manusia yang mendapat didikan yang terarah yang diawali dari
lingkungan keluarga. Menurut Kompilasi Hukum Islam pada pasal 77, hak
dan kewajiban suami istri bahwa, suami istri memikul kewajiban yang
luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan
rahmah, wajib saling mencintai, saling menghormati, setia dan memberi
bantuan lahir batin.*

Tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan
kekal. Oleh karenanya rasa saling toleransi, saling melengkapi satu sama
lain haruslah senantiasa tercipta dalam rumah tangga. Konflik rumah
tangga seringkali disebabkan oleh hal-hal yang sepele, setiap hal yang
mengarah pada kerusakan bahkan perceraian dalam rumah tangga adalah
hal yang dibenci oleh Allah SWT. Oleh karenanya, perceraian menjadi
suatu hal yang halal namun sangat dibenci oleh-Nya.

Saat ini kecenderungan aktifitas kerja ekonomi masyarakat terasa
semakin kuat, tidak hanya kaum laki-laki, tetapi wanita pun mendapatkan
peluang yang bagus untuk bekerja dengan baik dalam lapangan ekonomi
maupun sosial. Mengenai rumah tangga dan partisipasi wanita bekerja
berfungsi sebagai kepala keluarga mempunyai tanggung jawab yang lebih
besar, sehingga mempunyai tingkat partisipasi yang lebih tinggi dibanding

tenaga kerja wanita yang tidak berfungsi sebagai kepala keluarga.

* Jufri, “Efektifitas Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Dalam
Membangun Rumah Tangga Sakinah Di KUA Kec. Maritengngae Kabupaten Sidrap,”
IAIN Parepare 1 (2021)..h.5

° Linda Azizah, “Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam,” Al-
"Adalah 9, no. 2 (2019)., h. 22
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Keikutsertaan wanita dalam bekerja dipengaruhi oleh faktor pendidikan,
ekonomi, meningkatnya produktifitas secara keseluruhan.”

Keluarga bahagia dibangun dari adanya kemauan kedua belah
pihak atau komponen dalam menyanggah rumah tangga. Artinya
diperlukan komitmen dalam upayanya untuk saling membahagiakan
masing-masing pihak. Dia menjadi fondasi untuk langkah-langkah
selanjutnya atau bisa dikatakan sebagai visi keluarga. Tanpa komitmen
yang menjadi pilar dalam rumah tangga, persoalan dan kesulitan cukup
mampu menghancurkan fondasi keluarga. Perumpamaan membangun

istana kertas yang kemudian tertiup angin.

"5 8550 K Jaes 1) 5 il S fﬁ k= REETNY
a,;iﬂ-c-s_ SIECNE LI

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia
menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri,
agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia
menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada
yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran
Allah) bagi kaum yang berpikir”. (QS. Ar-Rum : 21)’

Makna dari sakinah mawaddah warahmah di era modern yaitu

mengimplementasikan konsep Islam sesuai dengan perkembangan zaman
dalam rangka membentuk keluarga harmonis dan bahagia. Dalam
menghadapi persoalan hidup di tengah mobilitas sosial kehidupan yang

tinggi, tiap individu berharap keluarga berperan sebagai tempat berteduh

® Rahmah Muin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Pencari
Nafkah,” J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Budaya Islam 2, no. 1
(2021).. h. 86

7 Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Tajwid Dan Terjemah
(Bandung: Pt. Sygma Examedia, 2018)., h. 406



dan terapi sosial sehingga keluarga bisa berperan sebagai peredam
masalah. Namun sebaliknya fenomena perpecahan keluarga yang kian hari
seolah menjadi budaya® Diantaranya diindikasi oleh banyaknya
perselingkuhan, kawin cerai dan dampak dari itu yaitu meningkatnya
jumlah anak jalanan seakan menunjukkan pertanda berakhirnya institusi
keluarga. Jumlah perceraian yang meningkat akhir-akhir ini
mengindikasikan beragam persoalan kehidupan rumah tangga dan
keluarga yang masih tidak terselesaikan dan tidak ditemukan solusinya.
Seharusnya pernikahan menjadi simbol formal pembentukan keluarga
yang terbentuk secara religius, tetapi kenyataannya pernikahan hanya
sebagai tren gaya hidup. Perceraian dalam Islam bukan sebuah larangan,
namun sebagai pintu terakhir dari rumah tangga, ketika tidak ada jalan
keluar lagi. Seperti dalam halnya talak seorang suami harus mengajukan
perkaranya ke Pengadilan dengan alasan-alasan yang menjadi sebab ingin
menceraikan istrinya. Begitu juga jika istri berkeinginan menggugat cerai

maka uraikan alasan-alasan ingin bercerai.
2 g A 36 D e ol
Artinya: “Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka
sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui”. (QS.al-

Bagarah :227)’

Undang-Undang Nomor | Tahun 1974 cenderung mempersulit

proses perceraian. Dapat dilihat dari proses perceraian dengan berbagai

* Syahrizal Abbas, Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat & Hukum
Nasional (Jakarta: Kencana, 2011)., h. 101

? Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemabh..., h.
36



tahap dari mulai permohonan cerai hingga jalannya sidang. Tetapi apabila
suatu masalah tidak bisa dituntaskan dengan metode kekeluargaan oleh
pihak-pihak yang berperkara, jalur terakhir yang bisa ditempuh yaitu
kepada Pengadilan Agama dengan mengajukan permohonan gugatan oleh
sang istri kepada suaminya. Bila Pengadilan Agama sudah memproses
serta memutuskan untuk menceraikan, akta cerai bisa dikeluarkan oleh
Pengadilan Agama. Perceraian semacam ini disebut dengan cerai gugat,
jika suami yang mengajukan perceraian pada istrinya ke Pengadilan
Agama serta perceraian diputuskan, maka perceraiannya disebut dengan
cerai talak.

Rumah tangga adalah istana kecil bagi setiap keluarga, seorang
laki-laki yang menjadi pemimpin dalam keluarga, karena laki-laki sebagai
pelindung bagi anggotanya, dan imam bagi istri dan anak-anaknya. Antara
laki-laki dan perempuan berbeda kepemimpinan derajatnya bukan derajat
kemuliaan, tetapi derajat yang lebih kepada bertanggung jawabnya atas
setiap anggota keluarganya. =

Adapun peran suami dalam keluarga yaitu sebagai kepala keluarga
atau pemimpin untuk keluarganya, sebagai pencari natkah baik itu natkah
lahir maupun nafkah batin bagi istri dan anaknya, laki-laki sebagai panutan
utama dalam mencari nafkah.'' Adapun peran istri dalam keluarga sesuai

dengan kemampuan dan kodratnya yaitu sebagai kepala rumah tangga

' Husein Muhammad, Figh Perempuan (Yogyakarta: Lkis, 2001)., h. 161

" Imad Al-Hakim, Menjadi Suami Penuh Cinta (Solo: Aqwain, 2013)., h. 146



dalam mengurus rumah, sedangkan laki-laki sebagai pemimpin untuk
urusan keluarga. 1

Istri bisa berperan sebagai penyeimbang untuk suaminya dalam
kehidupan rumah tangga, peran dari seorang istri dapat membantu suami
untuk mengurus rumah, dan anaknya. Sebagai ibu melahirkan anak adalah
kodrat setiap perempuan yang tidak mudah dijalani, sambil bertarung
nyawa antara hidup dan mati, menanggung sakit." TIstri juga harus siap
dan mampu mendidik dan membesarkan sang buah hati."*

Selain itu, laki-laki berhak mengatur keuangan yang telah
dihasilkan dari kerja kerasnya. Suami tidak hanya mencari materi untuk
dirinya saja, akan tetapi didalam hartanya terdapat hak istri dan anaknya.
Meskipun istrinya mempunyai harta, seorang suami tetap mempunyai
kewajiban atasnya untuk memberikan nafkah dan harta yang dimiliki oleh
perempuan itu adalah haknya pribadi.15

Berdasarkan realitas yang terjadi dalam masyarakat masih banyak
terjadinya percekcokan antara suami istri yang berujung pada perceraian,
seperti halnya yang terjadi di Kabupaten Bengkalis tingginya perceraian
disebabkan oleh beberapa faktor yaitu zina, mabuk, madat, judi,

meninggalkan salah satu pihak, dihukum penjara. poligami, kekerasan

2 Probowati and Dwiya Endah Pandu, “Akuntansi Dalam Pencapaian Tujuan
Rumah Tangga Islami,” Ecopreneur: Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah 2, no. 1
(2021)., h. 62

" Abdul Qadir Manshur, Fikih Wanita (Tangerang: Zaman, 2012)., h. 13

" Ahmad Haikal, Buku Pintar Keluarga Sakinah (Jakarta: Qultum Media,

2010).. h. 95

" Sofia Gussevi, “Sosialisasi Dan Pendampingan Dampak Peran Ganda Buruh
Perempuan Terhadap Kehidupan Rumah Tangga,” Jurnal Sivitas 1, no. 2 (2021)., h. 39



dalam rumah tangga, cacat badan, gangguan pihak ketiga, perselisihan dan
pertengkaran terus menerus, kawin paksa, murtad dan ekonomi. Namun,
yang mendominasi banyaknya perceraian di sebabkan karena alasan istri
yang bekerja atau cerai gugat dari istri.'®

Berdasarkan data wawancara dengan subjek penelitian, bahwa
konflik interpersonal dalam keluarga akibat penghasilan istri yang lebih
besar dari suami terlihat dari adanya perubahan sikap istri yang menjadi
persoalan besar dalam membangun kebahagiaan keluarga. Istri bisa
menjadi arogan karena merasa lebih kaya, merasa lebih sukses, merasa
lebih pandai, merasa lebih hebat dari suami. Istri merasa lebih berkuasa
daripada suami, sehingga bersikap sombong dan tidak bisa menghargai
suami. Kebahagiaan dalam keluarga dapat ditentukan oleh sikap masing-
masing pasangan atau proses pasangan dalam mengelola konflik.
Penyelesaian konflik yang tidak efektif memberi dampak negatif yaitu
antara lain meningkatkan interpersonal distress, menurunkannya rasa
keberhargaan diri, menurunnya kualitas hubungan positif dengan orang
lain, menurunnya kualitas pernikahan yaitu meningkatkan ketidakpuasan
atau ketidakbahagiaan pernikahan serta dapat menyebabkan perceraian.
Selain itu juga terdapat faktor mengenai seorang suami yang malas bekerja

untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan selalu istri yang memenuhi

' Yeni Kartikaningsih and Marsidi, “Tinjavan Hukum Islam Terhadap Istri
Pencari Nafkah Keluarga Sebagai Buruh Pabrik (Studi Kasus Di Desa Wonoagung Kec.
Kasembon Kabupaten Malang),” Mitsagan Ghalizan : Jurnal Hukum Keluarga Dan
Pemikiran Hukum Islam 4, no. 1 (2024).,h. 23



kebutuhan rumah tangga serta seorang suami yang tidak memberikan
nafkah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.'?

Perilaku yang tidak diharapkan dalam keluarga dan masalah yang
tidak dapat diselesaikan dengan baik menyebabkan konflik antara suami
dan istri. Jika kedua pihak tidak menyelesaikan, konflik ini akan selalu
menyertai kehidupan rumah tangga. Sehingga dalam perjalanan rumah
tangga, perceraian sering datang dari kedua pasangan. Oleh karena itu,
ketika masalah keluarga tidak dapat diselesaikan, perceraian adalah jalan
keluarnya. Akhirnya, karena pasangan suami istri dalam keluarga percaya
bahwa perceraian adalah solusi dari masalah tersebut, angka perceraian
meningkat di Kabupaten Bengkalis.

Dunia telah memberikan perempuan hal lain, yaitu untuk
menjamin keberhasilan ekonomi dan mewujudkan impian dengan
pekerjaan yang bergengsi (posisi tinggi di dunia Kerja), yang pada
perkembangannya memberikan gelar wanita karir. Saat ini segala jenis
pekerjaan yang bisa dilakukan oleh perempuan, mulai dari kerja keras
hingga pekerjaan yang mengandalkan otot. Walaupun kebanyakan
perempuan ingin menjadi ibu rumah tangga yang baik, tetapi ketika
masalah ekonomi menghadang kehidupan keluarga, perempuan ikut serta
untuk bekerja dan mencari nafkah.'®

Menurut Undang-Undang (UU) Ketenagakerjaan, penghasilan

pekerja atau upah adalah hak yang diterima pekerja sebagai imbalan dari

'" Hasil wawancara dengan beberapa subjek penelitian. Bengkalis, 2024
'* Khoiruddin Nasution, Fazhar Rahman Tentang Wanita (Yogyakarta: Zaffa,
2002)., h. 20



pengusaha. Upah ini harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian kerja,
kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan.

Saat seorang ibu rumah tangga menjadi wanita karir waktunya
lebih banyak dihabiskan untuk bekerja sehingga mengabaikan suami dan
anak-anaknya, yang kemudian membangkitkan problem pertengkaran
yang berdampak terhadap perceraian yang merupakan suatu peristiwa
terlampau dibenci oleh Allah SWT. Oleh karena itu, penulis ingin
menambahkan penjelasan tentang wanita Karir didalam pandangan hukum
Islam.

Dalam ajaran Islam, wanita terlampau dipandang mulia sebab
memiliki peran dan tugasnya didalam masyarakat begitu terasa yakni
sebagai ibu dan istri, sebagai seorang istri tentu saja memiliki kewajiban
terhadap suaminya untuk mengurus diri suaminya, rumah tangga dan
anak-anaknya.m

Isu yang terus memuji telah menjadikan sebagian besar kaum
wanita terpengaruh untuk keluar rumah dan melalaikan kewajiban yang
paling utama sebagai istri dan ibu rumah tangga. Bahkan, mereka berani
berdalih dengan tidak cukupnya penghasilan yang diperoleh suaminya,
meskipun dia telah memiliki rumah atau harta lainnya. Hal ini menjadi
sebab timbulnya malapetaka di dalam rumah tangga.

Kewajiban Suami Istri dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan

bahwa, suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan

¥ Lies M. Marcoes, Wanita Islam Indonesia Dalam Kajian Tekstual Dan
Koniekstual (Jakarta: INS, 1993)., h. 34



rumah tangga yang Sakinah, mawaddah dan warahmah yang menjadi

sendi dasar dari tujuan pcmikahan.m

Untuk mencapai hal tersebut
diperlukan adanya saling pengertian dan saling memahami antara kedua
belah pihak, terutama terkait dengan hak dan kewajiban antara keduanya.

Istri yang bekerja dan hubungannya terhadap peningkatan angka
perceraian di Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu masalah yang
perlu diselidiki dan dikaji. Berhubungan dengan hal tersebut, penulis ingin
meneliti kasus perceraian yang terjadi Pengadilan Agama Bengkalis.
Penulis akan mengkaji lebih padat, singkat dan detail tentang “Tingginya
Penghasilan Istri dalam Meningkatkan Resiko Perceraian (Studi
Kasus di Pengadilan Agama Bengkalis)”

B. Penegasan Istilah
1. Penghasilan Istri

Penghasilan istri merujuk pada pendapatan yang diperoleh oleh

seorang istri dari pekerjaan atau usaha yang dijalani, baik itu dalam
bentuk gaji, honorarium, keuntungan usaha, maupun sumber
pendapatan lainnya. Penghasilan ini merupakan hak milik pribadi istri
dan bisa digunakan untuk kepentingan pribadi atau bersama dengan
suami sesuai kesepakatan bersama.
2. Perceraian
Perceraian adalah tindakan hukum yang menyebabkan berakhirnya

ikatan pernikahan antara suami dan istri, yang dapat dilakukan melalui

* Mardani, Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Jakarta: Prenada Media
Group, 2016)., h. 14



proses pengadilan. Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan
tertentu yang diatur dalam hukum, seperti perselisihan yang tidak
dapat didamaikan, kekerasan dalam rumah tangga, ketidaksetiaan, atau
alasan lainnya. Di Indonesia, perceraian dapat diputuskan oleh
Pengadilan Agama bagi pasangan yang beragama Islam dan oleh
Pengadilan Negeri untuk pasangan yang beragama non-Islam.
3. Pengadilan Agama Bengkalis
Pengadilan Agama Bengkalis adalah lembaga peradilan yang
berada di bawah naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan
bertugas untuk menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan hukum
keluarga bagi umat Islam di wilayah Kabupaten Bengkalis, Provinsi
Riau. Pengadilan ini menangani berbagai kasus seperti perceraian,
warisan, nafkah, hibah, dan perkara lain yang berkaitan dengan hukum
Islam.
C. Permasalahan
1. Identifikasi Masalah
a. Perbedaan Penghasilan Suami-Istri. Pengaruh ketidakseimbangan
penghasilan antara suami dan istri terhadap dinamika hubungan
rumah tangga.
b. Dampak Emosional. Perasaan inferioritas atau kecemburuan pada
suami akibat penghasilan istri yang lebih tinggi.
c. Perubahan Peran dalam Keluarga. Perubahan struktur kekuasaan

dan peran yang dapat menyebabkan ketegangan.



d. Penghasilan istri yang tinggi dapat mempengaruhi dinamika
pernikahan dan meningkatkan risiko perceraian.

e. Kurangnya pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi
hubungan antara penghasilan istri dan perceraian.

f. Pengaruh penghasilan istri terhadap peran dan tanggung jawab
dalam rumah tangga.

g. Dampak penghasilan istri terhadap komuniksi dan konflik dalam
pernikahan.

h. Keterkaitan antara penghasilan istri dan keputusan perceraian.

2. Batasan Masalah

Penelitian ini akan dibatasi pada kasus perceraian yang disebabkan

oleh perbedaan penghasilan antara suami dan istri di Kabupaten

Bengkalis. Fokus penelitian adalah pada Pengadilan Agama Bengkalis

terkait dengan Sejauhmana tingginya penghasilan istri dalam

meningkatkan resiko perceraian di Pengadilan Agama Bengkalis dan

apakah ada perbedaan tingkat perceraian pada pasangan dengan

penghasilan istri yang lebih tinggi dibandingkan dengan pasangan

dengan penghasilan istri yang lebih rendah di Pengadilan Agama

Bengkalis

3. Rumusan Masalah
a. Sejauhmana tingginya penghasilan istri dalam meningkatkan resiko

perceraian di Pengadilan Agama Bengkalis?



b.

Apakah ada perbedaan tingkat perceraian pada pasangan dengan
penghasilan istri yang lebih tinggi dibandingkan dengan pasangan
dengan penghasilan istr1 yang lebih rendah di Pengadilan Agama

Bengkalis?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a)

b)

Untuk Mengetahui sejauhmana tingginya penghasilan istri dalam
meningkatkan resiko perceraian di Pengadilan Agama Bengkalis

Untuk Mengetahui apakah ada perbedaan tingkat perceraian pada
pasangan dengan penghasilan istri yang lebih tinggi dibandingkan
dengan pasangan dengan penghasilan istri yang lebih rendah di

Pengadilan Agama Bengkalis

2. Manfaat Penelitian

a)

b)

c)

Manfaat Teoritis

Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pembaca dan dapat
memberikan wawasan tambahan bagi para akademisi, penulis dan
kalangan yang berminat dalam penelitian yang sama.

Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan
pemikiran atau jalan keluar dari masalah yang terjadi tentang
tingginya penghasilan istri dalam meningkatkan resiko perceraian
di Pengadilan Agama Bengkalis

Manfaat Akademis



Sebagai salah satu syarat untuk merath gelar Magister Hukum

(M.H) pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan

Syarif Kasim Riau.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian ini dilakukan dengan membaginya ke dalam

lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

BABI:

BABII:

BABIII :

BAB1IV:

PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, permasalahan,
identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah,
tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.
KERANGKA TEORITIS

Bab ini berisi pemaparan kerangka teoritis. Dengan diawali
pemaparan landasan teori serta tinjuan kepustakaan yang
relevan dengan pembahasan penelitian

METODE PENELITIAN

Bab 1ini berisi penjelasan metode penelitian yang
digunakan. Yakni penjelasan terkait jenis penelitian dan
pendekatan, tempat atau lokasi penelitian, informan
penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, teknik
pengumpulan data, dan teknik analisis data.
PEMBAHASAN DAN HASIL

Bab ini berisi pembahasan tentang hasil dari penelitian

yaitu sejauhmana dan apakah ada Perbedaan tingkat



BABV:

perceraian pada pasangan dengan penghasilan istri yang
lebih tinggi dibandingkan dengan pasangan dengan
penghasilan istri yang lebih rendah di Pengadilan Agama
Bengkalis.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini terdiri dari kesimpulan dari penelitian yang
sudah dilakukan dan saran untuk penelitian yang akan

datang.



BAB II
KERANGKA TEORITIS

A. Landasan Teori
1. Perceraian
a. Pengertian Perceraian

Perceraian (talak) secara etimologis berasal dari kata “ithlag”,
artinya “melepaskan atau meninggalkan”. Dalam istilah Agama,
“talak” artinya melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya
hubungan perkawinan.u Secara terminologis, Abdul Rahman Al-
Jaziri berpendapat talak merupakan memutuskan ikatan (hall al-
qaid) atau disebut dengan mengurangi pelepasan ikatan dengan
menggunakan kata-kata yang ditentukan.?

Perceraian adalah berakhirnya suatu pernikahan dan
terputusnya ikatan keluarga dan pasangan yang memutuskan untuk
mengakhiri hubungan perkawinan dengan saling meninggalkan,
sehingga mereka berhenti melakukan kewajiban masing-masing
sebagai suami istri. Perceraian adalah salah satu hal yang tidak
diharapkan oleh pasangan suami istri, bahkan termasuk sesuatu hal
yang dibenci oleh Allah SWT meskipun halal. Dalam pengertian

lain disebutkan juga bahwa perceraian adalah putusnya ikatan

perkawinan suami dan istri dengan keputusan pengadilan dan ada

*! Beni Ahmad Saebani, Figh Munakahat (Bandung: Pustaka Setia, 2001)., h. 55
22 Mardani, Hukum Keluarga Islam Di Indonesia....., h. 45

16



cukup alasan bahwa diantara suami dan istri tersebut tidak dapat
hidup rukun sebagai keluarga dan suami istri Iagi.23

Kata “cerai” menurut kamus besar Bahasa Indonesia berarti:
pisah, putus hubungan sebagai suami istri, talak. Kemudian, kata
“perceraian” mengandung arti: perpisahan, perihal bercerai (antara
suami istri), perpecahan. Adapun kata “bercerai” berarti: tidak
bercampur (berhubungan, bersatu) lagi, berhenti berlakibini (suami
istri).”*

Istilah perceraian terdapat dalam pasal 38 UU No. 1 Tahun
1974 yang memuat ketentuan fakultatif bahwa “perkawinan dapat
putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan”.
Jadi secara yuridis istilah perceraian berarti putusnya perkawinan,
yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri atau
berhenti berlaki-bini (suam istri) sebagaimana diartikan dalam
kamus besar Bahasa Indonesia di atas.”

Pengertian perceraian dapat dijelaskan dari beberapa perspektif
hukum sebagai berikut:*®

1) Perceraian menurut hukum Islam yang telah dipositfkan dalam

pasal 38 dan pasal 39 UU No. | tahun 1974 yang telah

* Anwar Rahman, Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum
Perdata, Hukum Islam, Dan Hukum Administrasi (Jakarta: Kencana, 2022)., h. 219

% Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus
Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua (Jakarta: Balai Pustaka, 1997)., h. 185

* Muhammad Syaifuddin, Hukum Perceraian (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)., h.
15

* Muhammad Syaifuddin...., h.19



dijabarkan dalam PP No. 9 tahun 1975, antara lain mencakup

sebagai berikut:

a) Perceraian dalam pengertian cerai talak, yaitu perceraian
yang diajukan permohonan cerainya oleh dan atas inisiatif
suami kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi
dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak saat
perceraian itu dinyatakan (diikrarkan) di depan sidang
Pengadilan Agama (vide Pasal 14 sampai dengan pasal 18
PP No. 9 tahun 1975).

b) Perceraian dalam pengertian cerai gugat, yaitu perceraian
yang diajukan gugatan cerainya oleh dan atas inisiatif istri
kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan
berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak jatuhnya
putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai
kekuatan hukum yang tetap (vide pasal 20 sampai dengan
pasal 36).”

Perceraian menurut hukum agama selain hukum Islam,
yang telah pula diposititkan dalam UU No. 1 tahunl974 dan
dijabarkan dalam PP No. 9 tahun 1975, yaitu perceraian yang
gugatan cerainya diajukan oleh dan atas inisiatif suami atau istri
kepada Pengadilan Negeri, yang dianggap terjadi beserta segala

akibat hukumnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar

*’ Muhammad Syaifuddin............, h. 20



pencatatan oleh Pegawai Pencatat di Kantor Catatan Sipil (vide
pasal 20 dan pasal 34 ayat (2) PP No. 9 tahun 1975.

Istilah perceraian menurut UU No. 1 Tahun 1974 sebagai
aturan hukum positif tentang perceraian menunjukkan adanya:ZR

1) Tindak hukum yang dapat dilakukan oleh suami atau istri
untuk memutus hubungan perkawinan diantara mereka

2) Peristiwa hukum yang memutuskan hubungan suami dan
istri, yaitu kematian suami atau istri yang bersangkutan,
yang merupakan ketentuan yang pasti dan langsung
ditetapkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa.

3) Putusan hukum yang dinyatakan oleh pengadilan yang
berakibat hukum putusnya hubungan perkawinan antara
suami istri.

Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 memuat
ketentuan imperatif bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di
depan Pengadilan, setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha
mendamaikan kedua belah pihak. Sehubungan dengan pasal ini,
dijelaskan bahwa walaupun perceraian urusan pribadi, baik itu atas
kehendak satu diantara kedua belah pihak yang seharusnya tidak
perlu campur tangan pihak ketiga, dalam hal ini pemerintah, tetapi
demi menghindari tindakan sewenang-wenang, terutama dari pihak

suami (karena pada umumnya pihak yang superior dalam keluarga

* Muhammad Syaifuddin..........., h. 17



20

adalah suami) dan juga untuk kepastian hukum, maka perceraian
harus melalui saluran lembaga pcmdilz‘m.zq

Lebih lanjut dijelaskan bahwa dengan adanya ketentuan
yang menyatakan bahwa perceraian harus dilakukan didepan
sidang pengadilan, maka ketentuan ini berlaku untuk seluruh warga
negara Indonesia, termasuk juga bagi mereka yang beragama
Islam. walaupun pada dasarnya hukum Islam tidak mengharuskan
perceraian harus dilakukan didepan sidang pengadilan, namun
karena ketentuan ini lebih banyak mendatangkan kebaikan bagi
kedua belah pihak pada khususnya seluruh warga negara termasuk
warga yang beragama Islam, wajib mengikuti ketentuan ini. Selain
itu, sesuai dengan asas dalam hukum positif Indonesia yang
menyatakan bahwa peraturan itu berlaku bagi seluruh warga
negara, kecuali peraturan menentukan lain. Sedangkan dalam
Undang- undang perkawinan tidak menyebutkan ketentuan lain
menyangkut masalah perceraian ini.*

Sesungguhnya perceraian atau pemutusan ikatan
perkawinan dapat dilaksanakan oleh pihak suami ataupun istri,
akan tetapi ada batasan-batasan tertentu dalam mengambil sebuah
keputusan. Perselisihan dalam suatu rumah tangga adalah

merupakan dinamika hidup dalam berkeluarga, sehingga jika

* Wahyu Ernaningsih and Putu Samawati, Hukum Perkawinan Indonesia
(Palembang: PT. Ramabang Palembang, 2006)., h. 110-111
* Wahyu Ernaningsih and Putu Samawati......., h. 111



persolan seperti ini terlebih dahulu diberikan mediasi sebelum
lanjut pada sidang perceraian atau talak.
b. Perceraian Dalam Islam

Dalam mengatur dan memlihara kehidupan antara suami dan
istri, syariat Islam tidak terhenti pada membatasi hak dan
kewajiban timbal balik antar keduanya dan memaksakan keduanya
hidup bersama terus menerus tanpa mempedulikan kondisi-kondisi
objektif yang ada dan timbul dalam kehidupan bersama, namun
lebih dari itu syariat Islam mengakui realitas kehidupan dan
kondisi kejiwaan yang mungkin berubah seiring berjalannya
waktu. Munculnya perubahan pandangan hidup yang berbeda antar
suami istri, maka akan menibulkan kecendrungan hati yang dapat
mengakibatkan munculnya Kkrisis rumah tangga yang semula
harmonis menjadi perseteruan, kasih sayang menjadi kebencian,
dan semua hal tersebut harus dapat diselesaikan. i

Menurut syariat Islam, cerai adalah melepaskan ikatan
perkawinan atau putusnya hubungan perkawinan antara suami dan
istri. Dengan adanya perceraian ini, maka gugurlah hak dan
kewajiban antara suami dan istri. Mereka tidak boleh lagi
berhubungan sebagai suami istri, menyentuh atau berduaan, sama
seperti mereka sebelum menikah dulu. Islam mengatur segala

sesuatu dalam Al-Quran, tidak hanya aturan dalam beribadah,

*' Ahmad Fauzi, “Hakikat Perceraian (Sebuah Tinjauan Filosofis Terhadap
Makna Perceraian),” Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam 6, no. 1 (2021)., h. 56



seperti shalat, puasa, zakat, haji dan lainya, Islam juga memberi
aturan pada manusia dalam kehidupan bersosialisasi, bahkan juga
mengatur adab dan aturan berumah tangga termasuk bagaimana
jika ada masalah yang tak terselesaikan dalam kehidupan berumah
tangga. Islam memang mengizinkan perceraian, namun Allah
membenci perceraian itu. Itu artinya, bercerai adalah pilihan
terakhir bagi pasangan suami dan istri ketika memang tidak ada
jalan keluar lainnya.32

Perceraian dalam istilah figih disebut “falak” yang berarti
“membuka ikatan, membatalkan perjanjian.” Perceraian dalam
istilah figih juga sering disebut “furqah” yang artinya “bercerai”,
yaitu “lawan dari berkumpul.” Kemudian kedua istilah itu
digunakan oleh para ahli figih sebagai satu istilah yang berarti
“perceraian suami istri”.>* Dalam istilah figih “falak™ mempunyai
artl yang umum Yyaitu “segala macam bentuk perceraian, baik yang
dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim, maupun
perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena
meninggalnya suami atau 1str1”. Selain itu, talak juga mempunyai

b ] 34

arti khusus, yaitu “perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami”.

2 Op Cit, Anwar Rahman, Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif
Hukum Perdata, Hukum Islam, Dan Hukum Administrasi., h. 231

** Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan
(UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) (Yogyakarta: Liberty,
1982).. h. 103

* Soemiyati....., h. 104



Khulu' adalah memberikan wanita hak untuk memutuskan
ikatan perkawinan yang dianggap tidak lagi memberikan manfaat,
sebagai kompensasi dari hak talak yang diberikan kepada laki-laki.
Tujuannya adalah untuk menghindari penyalahgunaan hak talak
oleh suami dan menyadarkan suami bahwa istri juga memiliki hak
yang sama untuk mengakhiri perkawinan. Dengan demikian, dalam
situasi tertentu, istri yang mengalami penderitaan karena perilaku
atau kondisi suami memiliki hak untuk meminta perceraian dengan
imbalan tertentu.*

Selain itu, pandangan ulama tentang khulu' juga mencerminkan
upaya mereka untuk memperhatikan nilai-nilai magasid syari'ah
atau tujuan-tujuan syariat. Dalam konteks khulu', tujuan tersebut
antara lain adalah untuk menjaga keseimbangan antara hak-hak
suami dan istri serta memastikan bahwa proses perceraian
dilakukan dengan penuh pertimbangan dan keadilan penting untuk
dicatat bahwa khulu' merupakan salah satu bentuk perceraian yang
diatur dalam hukum Islam. Namun, dibandingkan dengan talak
yang biasanya diberikan oleh svami, khulu' memberikan
kesempatan bagi istri untuk mengajukan cerai dengan imbalan
tertentu.*

Berdasarkan akar masalah, proses mediasi, dan lain

sebagainya, perceraian bisa bernilai wajib, sunah, makruh, mubah,

35

Masitah Elvianda, “Pandangan Ulama Tentang Khulu® Dalam Hukum
Pernikahan,” Jayapangus PressMetta: Jurnal Ilmu Multidisiplin 4, no. 1 (2024)., h. 84
%6 Masitah Elvianda.., h. 85



hingga haram. Berikut akan dibahas perincian hukum perceraian
dalam Islam:*’
1) Perceraian wajib.

Perceraian bisa menjadi hukum wajib jika pasangan suami
istri tersebut tidak bisa berdamai. Mereka berdua sudah tidak
memiliki jalan keluar lain selain bercerai untuk menyelesaikan
masalahnya. Bahkan, setelah adanya dua orang wakil dari
pihak suami dan istri, permasalahan rumah tangga tersebut
tidak kunjung selesai dan suami istri tidak bisa damai.
Biasanya, masalah ini akan dibawa ke pengadilan dan jika
pengdilan memutuskan bahwa cerai adalah keputusan yang
terbaik, maka perceraian tersebut menjadi wajib hukumnya.
Selain adanya permasalahan yang tidak bisa diselesaikan, ada
lagi alasan lain yang membuat bercerai menjadi wajib
hukumnya. Yaitu ketika sang istri melakukan perbuatan keji
dan tidak lagi mau bertaubat, atau ketika istri murtad atau
keluar dari agama Islam. Dalam masalah ini, seorang suami
menjadi wajib untuk menceraikannya.

2) Perceraian sunah.

Perceraian juga bisa mendapatkan hukum sunah ketika

terjadi syarat-syarat tertentu. Salah satu penyebab perceraian

menjadi sunah hukumnya adalah ketika seorang suami tidak

*7 Anwar Rahman, Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum
Perdara, Hukum Islam, Dan Hukum Administrasi....., h. H.235



mampu menanggung kebutuhan istrinya. Selain itu, ketika
seorang istri tidak lagi menjaga martabat dirinya dan suami
tidak mampu lagi membimbingnya, maka disunahkan untuk
seorang suami menceraikannya. Cerai yang dilakukan suami
pada keadaan seperti ini terhitung sebagai kebaikan terhadap
istri.*®

3) Perceraian makruh.

Jika seorang istri memiliki akhlak mulia, mempunyai
pengetahuan agama yang baik, maka hukum untuk
menceraikannya adalah makruh. Inilah hukum asal dari
perceraian, sebagaimana telah dijelaskan diatas. Hal ini
dianggap suami tersebut sebenarnya tidak memiliki sebab yang
jelas mengapa harus menceraikan istri, jika rumah tangga
mereka masih bisa diselamatkan.>

4) Perceraian mubah.

Ada beberapa sebab yang menjadikan hukum bercerai
adalah mubah. Ketika seorang istri menolak untuk melakukan
kewajiban-kewajiban suaminya, seperti salat dan puasa, atau
ketika situasi rumah tangga tidak aman dan sulit untuk diatur,

maka talak berubah menjadi sunnah. Demikian boleh menjadi

** Anwar Rahman........., h. 236

¥ Nida Rafiga Izzatil. Robi’atin A’dawiyah. and Abdul Qodir Zaelani,
“Perceraian Dalam Perspektif Normatif-Yuridis Dan Psikologis,” Journal Of Islamic And
Law Studies 8, no. 1 (2024)., h. 69



sunah apabila telah diupayakan untuk menasihati dengan baik,
tetapi tetap tidak dihiraukannya.‘m
5) Perceraian haram.

Ada kalanya perceraian yang dilakukan memiliki hukum
haram dalam Islam. Hal ini terjadi jika seorang suami
menceraikan istrinya pada saat si istri sedang haid atau nifas,
atau ketika istri pada masa suci dan di saat suci tersebut suami
telah berjimak dengan istrinya. Selain itu, seorang suami juga
haram untuk menceraikan istrinya jika bertujuan untuk
mencegah istrinya menuntut hartanya. Tidak hanya itu,
diharamkan juga untuk mengucapkan talak lebih dari satu kali.
Akan tetapi sekalipun haram mengucapkannya tetap jatuh
talaknya.

c. Dasar Hukum Perceraian
Sebagaimana dengan prinsip perkawinan dalam Islam yang
antara lain disebutkan bahwa perkawinan untuk selamanya, tidak
boleh dibatasi dalam waktu tertentu, dalam kasus talak pun Islam
memberikan tuntunan dasar sebagai berikut:*'
1) Pada dasarnya Islam mempersempit kasus perceraian.
Sehubungan ini dalam hadist Nabi Riwayat Abu Dawud dan

Ibnu majah mengajarkan, “Sesuatu yang halal lebih gampang

* Isqi Dzurriyatus Sa’adah, “Konsepsi Talaq Ba‘In Kubra Kajian Tafsir Bi
AlMa’Sur Surat Al-Bagarah Ayat 230, Familia: Jurnal Hukum Keluarga S, no. 1
(2024)., h. 12

*' Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam (Yogyakarta: UII Press,
2014).,h. 71



2)

3)

mendangkan murka allah ialah talak”. Sedangkan dalam hadist
Riwayat Daruquthni, “Ciptaan Allah yang lebih mudah
mendatangkan murka Allah adalah talak”. Al Qurtubi
menjelaskan dalam tafsir Ayat-ayat Hukum mengutip hadist
nabi bersumber dari Ali Bin Abi Thalib yang mengajarkan,
“menikahlah kamu tapi jangan sering mentalak, karna hal
tersebut dapat mengguncangkan Arsy”. Dari pendapat hadis
yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa aturan talak
itu diadakan guna menghadapi halhal yang sangat mendesak
dan tidak dapat dihindarkan.

Apabila terjadi sikap membangkang antara salah satu pihak,
maka jangan segera melakukan pemutusan perkawinan,
hendaklah melakukan penyelesaian secara baik-baik antara
kedua belah pihak. Namun apabila Nusyuz terjadi dari pihak
istri, maka suami dapat menasihati dengan ucapan yang baik.
Apabila jalan tersebut tidak membuahkan hasil maka hendaklah
berpisah tidur dengan istrinya. Namun apabila hal tersebut juga
tidak memunculkan kebaikan maka suami dapat memberikan
pelajaran dengan memukul namun tidak mengakibatkan luka.*”
Apabila pertikaian antara suami dan istri sampai pada tingkat
Syigaq. maka hendaklah mencari jalan keluar dengan cara

menghadirkan hakam baik dari keluarga istri dan suami yang

> Ahmad Azhar Basyir...., h. 72



4)

5)

akan mengusahakan dengan sebaik mungkin agar hubungan
tersebut dapat kembali harmonis.

Apabila perceraian tidak dapat dihindarkan dan talak terjadi,
maka harus ada upaya agar mereka dapat rujuk kembali, dan
memulai hidup baru. Itulah alasannya mengapa Islam telah
mengatur jumlah talak hingga tiga kali, karena memberi
kesempatan kepada kedua belah pihak apabila suatu
perkawinan tersebut dapat terselamatkan maka hal itu lebih
baik.

Meskipun talak benar-benar terjadi, namun hubungan dan sikap
antara mantan istri dan suami harus terjalin dengan baik. Hal
tersebut dapat tercapai apabila talak terjadi bukan karena
dorongan nafsu, melainkan dengan mempertimbangkan untuk
tercapainya kehidupan yang lebih baik lagi.

Pada Pasal 39 UU Perkawinan terdiri dari 3 ayat dengan

I'l.ll‘l'll,lSEIiIlI43

1)

2)

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan
setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak
berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa
antara suami dan istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami

18tri.

“ Ahmad Azhar Basyir...., h. 73
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3) Tata cara perceraian didepan sidang pengadilan diatur dalam
peraturan perundangan sendiri. Pada ayat 1 tersebut dengan
rumusan yang sama dalam UU No 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama dalam Pasal 65 dan begitu pula disebutkan
dengan rumusan yang sama dalam KHI pada satu pasal
tersendiri, yaitu pada Pasal a5

Ketentuan tentang keharusan perceraian di pengadilan
memang tidak diatur dalam figh mazhab apa pun, termasuk syiah
imamiyah, dengan pertimbangan bahwa perceraian Khusus nya
talak adalah hak mutlak yang dilakukan oleh suami dan dapat
dilakukan kapan saja, hal tersebut tidak perlu meminta izin kepada
siapapun. Dalam prespektif figh, perceraian tersebut sebagaimana
bahwa perkawinan adalah urusan pribadi dan oleh karena itu tidak
perlu diatur oleh ketentuan publik.”

Pasal 19 PP ini diulangi dalam KHI pada Pasal 116 dengan
rumusan yang sama dengan menambahkan dua anak ayatnya,
yaitu:

1) Suami melanggar taklik talak

2) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya
ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Pasal 40 UU Perkawinan tentang cara melakukan

perceraian dirumuskan:

* Ahmad Azhar Basyir...., h. 74
¥ Karsayuda, Perkawinan Beda Agama: Menakar Nilai-Nilai Keadilan
Kompilasi Hukum Islam (Yogyakarta: Total Media, 2007)., h. 227
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1) Gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan.
2) Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini
diatur dalam peraturan perundangan sendiri.

PP telah mengatur apa yang dikehendaki pada pasal tersebut
dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 36. Selanjutnya UU
Perkawinan mengatur tata cara perceraian itu dalam Pasal 66- 86,
sedangkan KHI mengatur lebih lengkap tentang tata cara perceraian
itu pada Pasal 131-147.*

d. Bentuk-bentuk perceraian
UU No. 1 tahun 1974 dan PP No. 9 tahun 1975 tidak mengatur
lebih lanjut bentuk-bentuk perceraian, yang dalam hukum Islam
bentuk-bentuk perceraian itu justru lebih banyak pengaturan
hukumnya. Bentuk-bentuk perceraian yang mengakibatkan
putusnya perkawinan yang diatur dalam hukum Islam, yang dapat
menjadi alasan-alasan hukum perceraiannya dan bermuara pada
cerai talak dan cerai gugat yang telah di atur dalam UU No. 1 tahun
1974 dal PP No. 9 tahun 1975, dijelaskan sebagai berikut:
1) Talak.
Secara harfiah, talak berarti lepas dan bebas.
Dihubungkannya kata talak dalam arti kata ini dengan putusnya
perkawinan, karena diantara suami dan istri sudah lepas

hubungannya atau masing-masing sudah bebas. Dalam

* Dahwadin et al., “Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di
Indonesia,” Yudisa: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam 1, no. 1 (2020)., h. 89



mengemukakan arti talak secara terminologis, ulama
mengemukakan rumusan yang berbeda, namun esensinya sama,
yakni melepaskan hubungan pernikahan dengan menggunakan
lafazh talak dan sejenisnya.‘”

Dijelaskan oleh Soemiyati syarat-syarat sahnya talak baik
yang berlaku untuk suami, istri atau shigat talak, sebagai
berikut:*®
a) Syarat-syarat seorang suami yang sah menjatuhkan talak

ialah berakal sehat, telah baligh, dan tidak karena paksaan.
Apabila akalnya sedang terganggu, maka ia tidak boleh
menjatuhkan talak. Mengenai talak orang yang sedang
mabuk kebanyakan ahli figh berpendapat talaknya tidak
sah, karena orang yang sedang mabuk itu bertindak diluar
kesadaran. Sedangkan orang yang sedang marah kalu
menjatuhkan talak hukumnya adalah tidak sah. Yang
dimaksud marah disini ialah marah yang sedemikian rupa,
sehingga apa yang dikatakannya hampir-hampir diluar
kesadarannya.

a) Syarat-syarat seorang istri supaya sah ditalak suaminya

lalah istri telah terikat dengan perkawinan yang sah

dengan suaminya (apabila akad nikahnya diragukan

*" Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih Dan
Hukum Positif (Yogyakarta: UII Press, 2011)., h. 105-106

* Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan
(UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)....., h. 107



b)

2) Syiqaq

Lad
(g

kesahannya, maka istri itu tidak dapat ditalak oleh
suaminya), istri haarus dalam keadaan suci yang belum
dicampuri oleh suaminya dalam waktu suci itu, dan
istri yang sedang hamil.*’

Syarat-syarat pada shigat talak, adalah ucapan yang
diucapkan oleh suami atau wakilnya di waktu ia
menjatuhkan talak pada istrinya. Shigat talak ini ada
yang diucapkan langsung dengan perkataan yang jelas
dan ada yang diucapkan dengan sindirian. Talak yang
jatuh pada saat suami mengucapkan shigat talak disebut
talak munziz. Misalnya suami berkata : “aku jatuhkan
talakku satu kali kepadamu”, maka talak itu jatuh
setelah suami selesai mengucapkan shigat talak
tersebut. Sedangkan talak yang jatuh setelah syarat-
syarat dalam shigat talak terpenuhi disebut talak
muallag. Misalnya, suami berkata kepada istrinya:
“apabila engkau masih menemui si A, maka disaat
engkau bertemu itu jatuhlah talakku satu atasmu”.
Shigat talak yang demikian itu sah hukumnya, dan
talak suami itu jatuh pada istrinya apabila syarat yang

dimaksud telah ada, yaitu istri menemui si A.

19 P
Soemiyati..

sens D109
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Konflik antara suami istri itu ada beberapa sebab dan
macamnya. Sebelum konflik membuat suami istri mengalami
keputusan berpisah yang berupa thalaq maka konflik-konflik
tersebut antara lain adalah syiqaq. Menurut Muhammad Thalib,
cara penyelesaian syiqaq yang bersandar pada firman Allah
Surah an-Nisa’ Ayat 35 yang berbunyi:

T 3 T 55 g 1 5 K 556 o g s 31

o e 580 51 B 3 3l

Artinya: Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan
antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam
dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari
keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu
bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah
memberi  taufik  kepada  suami-isteri  itu.
Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha
Mengenal (Q.S An-Nisa® (4):35).”"

Telah ditegaskan bahwa yang bertanggung jawab
menyelesaikan adalah suami istri dan kaum kerabatnya. Yang
paling utama untuk mengutus penengah adalah kerabat. Jika
tidak ada, maka kaum muslimin yang mendengar persoalan
mereka hendaknya berusaha memperbaiki hubungan merreka.
Pertikaian kadang-kadang disebabkan oleh pembangkangan
istri, kadang-kadang pula oleh kezaliman suami. Jika hal

pertama yang terjadi, maka hendaknya suami mengatasinya

dengan cara yang disebutkan pada ayat diatas. Akan tetapi, jika

 Kementrian Agama Republik Indonesia. Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia

(Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan
Keluarga Sakinah, 2018)...., h. 84
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hal kedua yang terjadi dan dikhawatirkan suami akan terus
menerus berlaku zalim atau sulit menghilangkan nusyuznya,
selanjutnya dikhawatirkan akan terjadi perpecahan antara
mereka tanpa dapat menegakkan tiga rukun rumah tangga :
ketenangan, kecintaan, dan kasih sayang, maka kedua suami
istri dan kaum kerabat wajib mengutus dua orang hakam
(penengah) yang bermaksud memperbaiki hubungan antara
mereka. Jika maksud dan tekad mereka itu benar, dengan
karunia dan kemurahan-Nya Allah akan mempersatukan
mereka kembali.”'

Tugas dan syarat-syarat orang yang boleh diangkat
menjadi hakam menurut Syekh Abdul Aziz Al Khuli yang
dikutip dari Kamal Muchtar adalah 2
a) Berlaku adil di antara pihak yang berperkara.

b) Dengan ikhlas berusaha untuk mendamaikan suami istri
tersebut.

¢) Kedua hakam tersebut disegani oleh kedua belah pihak
suami istri.

d) Hendaklah berpihak kepada yang teraniaya/dirugikan

apabila pihak yang lain tidak mau berdamai.

> Muhammad Thalib, Manajemen Keluarga Sakinah (Yogyakarta: Pro-U,

2007).. h. 293

2 Kamal Muchtar, Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan (Jakarta: Bulan
Bintang, 1974)., h.149
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Cara yang paling baik untuk menyelesaikan konflik
antara suami dan istri adalah dengan cara bermusyawarah oleh
keluarga besarnya, karena kerabatlah yang paling
berkepentingan terhadap kebaikan keluarga besar. Jika tidak
melalui musyawarah maka dapat mengakibatkan permusuhan
dan kebencian yang melanda rumah tangga lalu
menghancurkan akhlak dan adab, serta keharmonisan keluarga,
kerabat keluarga dan masyarakat itu sendiri.”>?

3) Khulu’

Penggunaan khulu’ untuk putusnya perkawinan, Karena istri
sebagai pakaian bagi suaminya berusaha menanggalkan
pakaiannya itu dari suaminya. Dalam arti 1stilah hukum dalam
beberapa kitab fikih Akhulu’ itu diartikan dengan putus
perkawinan dengan menggunakan uang tebusan, menggunakan
ucapan talak atau khAulu’ itu merupakan satu bentuk dari
putusnya perkawinan, namun beda degan bentuk lain dari
putusnya perkawinan itu, dalam khulu’ terdapat uang tebusan,
atau ganti rugi atau ‘iwadh.>*

Jika istri membenci suaminya karena fisiknya, akhlaknya,
agamanya, usianya yang tua, Kkelemahannya atau yang

semisalnya, dan ia takut tidak menjalankan hak Allah untuk

>* Nia Januari, “Menggali Akar Masalah: Analisis Kasus Perceraian Di
Indonesia,” Akademik: Jurnal Mahasiswa Humanis 3. no. 3 (2023)., h. 122

** Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih Dan
Hukum Positif...., h. 135
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mentaati suaminya, maka ia boleh melakukan khulu’ terhadap
suaminya dengan memberikan kompensasi untuk menebus
dirinya. Ketentuan ini berdasarkan firman Allah dalam Surah

al-Bagarah Ayat 229 yang berbunyi::

K349, U_QLC_,J;%FJLA@”L

38 A 5,00 bR VT BE 1Y) B3 2h,u0k G 1,546
S5 i aay S8 2 Lo 2B Y6 41T5,50 6B Y s

derhJJJls ms,.b..\u s Bakid Jext Y6
Artinya : Talak (vang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu
boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau
menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal
bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang
telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau
keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan
hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa
keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan
hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas
keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri
untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah,
maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa

yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah
orang-orang yang zalim. (Q.S Al-Baqarah (2):229)

55
Jadi sang istri dapat membebaskan dirinya dari
perjanjian perkawinan dengan mengembalikan sejumlah uang
tebusan atau mahar, sedangkan suaminya memberikan kepada
istrinya suatu khulu’”® Dapat juga kita pahami bahwa khulu’
adalah solusi yang Islam berikan kepada istri yang berkehendak

untuk  bercerai dari suaminya, dengan tujuan agar

menghindarkan istri dari kehidupan berumah tangga yang tidak

h. 36

» Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemah.....

*® Muhammad Thalib, Manajemen Keluarga Sakinah...., h. 261



harmonis dan bisa menimbulkan kemudharatan jika terus
dipertahankan, sehingga membuat sang istri khawatir tidak bisa
melaksanakan hak Allah untuk mentaati suaminya, yang dapat
ditempuh dengan cara istri meminta sang suami untuk
menceraikannya yang disertai dengan tebusan harta atau uang
dari istri yang menginginkan cerai dari suaminya tersebut.
4) Fasakh

Pengertian fasakh menurut Sajuti Thalib adalah suatu
lembaga pemutusan hubungan perkawinan Karena tertipu atau
karena tidak mengetahui sebelum perkawinan bahwa istri yang
telah dinikahinya itu ada cacat celahnya.ﬂ Lebih lanjutnya
dijelaskan juga bahwa arti fasakh 1alah diputuskannya
hubungan perkawinan (atas permintaan salah satu pihak) karen
menemui cacat celahnya pada pihak lain atau merasa tertipu
atas hal-hal yang belum diketahui sebelum berlangsungnya
perkawinan. Perkawianan yang telah ada adalah sah dengan
segala akibatnya dan dengan di-fasakhannya oleh Hakim
Pengadilan Agama, maka bubarlah hubungan perkawinan itu.
Hal ini berarti pelaksanaan putusnya hubungan perkawinan
dalam hal pihak lain merasa tertipu dalam perkawinan itu

mengajukan permintaan kepada Hakim Pengadilan Agama.58

°" Sajuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia (Jakarta: Penerbit Universitas
Indonesia, 1981).,h. 117
** Sajuti Thalib...., h. 118



5)

Fasakh dalam hukum Islam merupakan refleksi dari
kelemahan dan kekurangan suami istri sebagai makhluk ciptaan
Allah, yang tidak dapat dipastikan untuk diketahui tabiat dan
keadaan (fisik dan non fisik) sebagai kelemahan yang fatal
yang tidak dapat diterima yang tidak terlihat atau tersembunyi
dari istri atau suami yang kemudian dapat menjadikan rumah
tangga mereka menjadi tidak rukun sehingga hanya dapat
bersandar pada kekuatan dan perlindungan Allah SWT, yang
membolehkan suami atau istri untuk memutuskan hubungan
perkawinan mereka.>
Fahisah

Fahisah menurut Al-Qur’an Surah An-Nisa’ (4):15 ialah
perempuan yang melakukan perbuatan keji atau perbuatan
buruk yang memalukan keluarga seperti perbuatan mesum,
homo seksual, lesbian, dan sejenisnya. Apabila terjadi peristiwa
demikian, maka suami dapat bertindak mendatangkan 4 orang
saksi laki-laki yang adil yang memberikan kesaksian tentang
perbuatan itu, apabila terbukti benar, maka kurunglah wanita
itu dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya.

g.;m\*ruj b{@wmu\ L:;J
B2 gl Sl aags e ool 3 SRR 1335 36
Vs 54 A

*? Sajuti Thalib....., h. 119



Artinya : Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan
perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi
diantara kamu (yang menyaksikannya ).
Kemudian apabila  mereka telah memberi
persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-
wanita itu) dalam rumah sampai mereka
menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi
Jjalan lain kepadanya. (QS. An-Nisa’: 15%

Apabila kelak wanita (istri) tersebut telah sadar dan
bertaubat ingin menjadi orang yang baik-baik dia harus
dibebaskan. Kata fahisah ini dalam ayat lain dalam Al-Qur’an
dihubungkan dengan pentyelewengan dalam hubungan seks

: 61
atau perzinaan.
6) Ta'lik Talak

Menurut penjelasan Soemiyati, pembacaan ta'lik talak
tidak merupakan kewajiban, melainkan kesukarelaan. Namun,
pada umumnya hampir semua sumai mengucapkan ta’lik talak
setelah melakukan akad mikah. Ta’lik talak ini diadakan
dengan tujuan untuk melindungi kepentingan si istri supaya
tidak dianiaya oleh suami. Jika diperhatikan jatuhnya fa’lik
talak ini hampir sama dengan khulu’, sebab sama-sama disertai
uang ‘iwadh dari pihak istri. Sihingga talak dijatuhkan atas
dasar ta’lik talak dianggap sebagai talak ba’in, suami boleh

mengambil istrinya kembali dengan jalan melaksanakan akad

nikah baru. Akad nikah ini baru boleh dilaksanakan baik dalam

% Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur 'an Tajwid Dan Terjema....,
h.80

*' Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam : Suatu Analisis UU No 1
Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 2004)., h. 140
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masa iddah maupun sesudah masa iddah habis. Talak satu yang
dijatuhkan suami berdasarkan ta 'lik, mengakibatkan hak talak
suami tinggal dua kali, apabila keduanya kembali melakukan
perkawinan lagi.62

7 lla’

Dalam hukum Islam, bila seorang suami marah kepada
istrinya, maka sebelum ia menjatuhkan talak ada cara lain yang
dapat ditempuh, yakni i/a’ atau bersumpah untuk tidak
mendatangi istrinya selama saat tertentu dengan harapan
menjadi pelajaran kepada istrinya agar dia tidak durhaka lagi
kepada s;u.':lmjnya.63 Ila’ menurut bahasa berasal dari kata aala,
yu’lii dan iilaa’ (bersumpah).v Sementara //a’ menurut syara’
adalah bersumpah untuk tidak menggauli istri.

8) Zhihar

Zhihar adalah prosedur talak, yang hampir sama dengan
ila’. Arti zhihar ialah seorang suami yang bersumpah bahwa
istrinya itu baginya sama dengan punggung istrinya. Ibarat
seperti ini erat kaitannya dengan kebiasaan masyarakat Arab,

apabila masyarakat Arab marah maka ibarat/penyamaan tadi

% Soemiyati. Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan
(UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)., h.116
5 Muhammad Thalib, Manajemen Keluarga Sakinah...., h. 301
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sering terucap. Apabila ini terjadi berarti suami tidak akan
menggauli istrinya.*

Menurut hukum Islam, jika terjadi zhihar maka suami tealh
menceraikan istrinya. Ketentuannya mengenai zhihar ini diatur
dalam Al Qur’an surah Al-Mujadalah ayat 2 sampai dengan
ayat 4, yang isinya sebagai berikut :*°
a) Zhihar ialah ungkapan yang berlaku bagi orang Arab yang

artinya suatu keadaaan dimana sorang suami bersumpah

bahwa baginya istrinya itu sama dengan punggung ibunya,
sumpah ini berarti dia tidak akan mencampuri istrinya lagi.

b) Sumpah seperti ini termasuk hal yang mungkar, yang tidak
disenangi oleh Allah dan sekaligus merupakan perkataan
dusta dan paksa.

¢) Akibat dari sumpah itu 1alah terputusnya ikatan perkawinan
antara suami istri. Kalau hendak menyambung kembali
hubungan keduanya maka wajiblah suami membayar
kafarat-nya terlebih dahulu.

d) Bentuk kafarat-nya adalah melakukan salah satu perbuatan
dibawah ini dengan berturut menurut urutannya menurut

kesanggupan  suami  yang  bersangkutan,  yaitu

® Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional (Jakarta: Rineka Cipta, 1994)., h.
141

% Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan

(UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)., h. 118



memerdekakan sorang budak, puasa dua bulan berturut-
turut, atau memberi makan 60 orang miskin.®
9) Li'an
Li'an diambil dari kata /a'n (melaknat), karena pada
sumpah kelima, suami mengatakan bahwa ia menerima laknat

Allah bila ia termasuk orangorang yang berdusta. Perkara ini

disebut /i’an, ilti’an (melaknat diri sendiri) dan mula'anah

(saling melaknat). Dijelaskan oleh Soemiyati bahwa

dalamhukum perkawinan Islam, sumpah li’an in1 dapat

mengakibatkan putusnya perkawinan antara suami istri untuk
selama-lamanya. Proses pelaksanaan perceraian karena /i’an

diatur sebagai berikut i

a) Suami yang menuduh istrinya berzina harus mengajukan
saksi yang cukup yang turut menyaksikan perbuatan
penyelewengan tersebut.

b) Kalau suami tidak dapat mengajukan saksi, supaya ia tidak
terkena hukuman menuduh zina, ia harus mengucapkan
sumpah lima kali. Empat kali dari sumpah itu menyatakan
bahwa tuduhannya benar, dan sumpah kelima menyatakan
bahwa ia sanggup menerima laknat Tuhan apabila

tuduhannya tidak benar (dusta).

% Soemiyati...., h. 119
%7 Soemiyati....., h. 120



c) Untuk membebaskan dari tuduhan si istri juga harus
bersumpah lima kali. Empat kali ia menyatakan tidak
bersalah dan yang kelima ia menyatakan sanggup menerima
laknat Tuhan apabila ia bersalah dan tuduhan suaminya
benar.

d) Akibat dari sumpabh ini istri telah terbebas dari tuduhan dan
ancaman hukuman, namun hubungan perkawinan menjadi
putus untuk selama-lamanya.

10) Murtad (Riddah)

Menurut Mohd. Idris Ramulyo, apabila salah seorang suami
dan istri kelur dari agama Isam atau murtad, maka putuslah
hubungan perkawinan mereka. Dasar hukumnya dapat diambil
i’tibar dari Al-Quran Surah Al-Bagarah ayat 221, yang
melarang menikah baik laki-laki dengan wanita maupun
sebaliknya wanita dengan laki-laki yang tidak beragama Islam.
Disamping itu, Al-Qur’an Surah Al-Baqarah ayat 229 pun
dapat dipergunakan, karena salah satu pihak tidak dapt
menjalankan hukum-hukum Allah. Akan tetapi, adakalanya
lembaga murtad ini sering disalahgunakan, karena ingin
mempermudah perceraian salah satu pithak menyatakan dirinya

murtad.®®

% Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam : Suatu Analisis UU No 1
Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam., h. 147
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Putusnya pernikahan menurut Pasal 113 Kompilasi Hukum
Islam (KHI) dan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 negaskan bahwa putusnya suatu ikatan pernikahan dapat
disebabkan oleh beberapa hal, yaitu: Pertama, karena kematian;
kedua, karena perceraian dan ketiga, karena putusan
pengadilan. Putusnya suatu ikatan pernikahan yang disebabkan
karena perceraian dalam hal ini meliputi dua hal, yaitu, cerai
talak yang dilakukan suami dan cerai gugat yang dilakukan istri
yang mengajukan gugatan perceraian. Sedangkan maksud dari
putusnya Pernikahan Kkarena putusan pengadilan adalah
pembatalan pernikahan. Semua bentuk dan macam perceraian
tersebut mempunyai konsekuensi hukum tersendiri baik
mengenai hak dan kewajiban mantan suami maupun hak dan
kewajiban mantan isteri, yang penting dibahas disini adalah
perceraian yang terkait dengan hak dan kewajiban nafkah,
mut’ah, maskan, kiswah, hadhanah, d11.*’

Putusnya perkawinan karena suami  mengajukan
permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama, maka kewajiban
mantan suami adalah:

a) Memberikan mut’ah yang layak kepada mantan istrinya
baik berupa nang atau benda, kecuali mantan isteri tersebut

gobla al-dukhul.

% Mohd. Idris Ramulyo...., h. 148
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b) Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada mantan isteri
selama dalam iddah, kecuali mantan isteri telah dijatuhi
talak ba’in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.

¢) Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan
separuh apabila gobla al-dukhul, dan memeberikan biaya
hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur
21 tahun. Konsekuensi hukum lainnya akibat dari putusnya
perkawinan terhadap mantan suami adalah kewajiban
memberikan biaya hadhanah dan nafkah anak serta biaya
pendidikan anak. Selain kewajiban tersebut, anak juga
berhak mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya.

Berikut ini kewajiban mantan suami terhadap isteri
sebagai akibat hukum dari dikabulkannya cerai talak, yaitu:m

a) Kewajiban Memberikan Mut’ah Menurut hukum positif
Indonesia dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam
menyatakan bahwa putusnya perkawinan karena talak
mengakibatkan mantan suami wajib memberikan mut’ah
yang layak kepada mantan isterinya, baik berupa uang atau
benda, kecuali mantan isteri tersebut qobla dukhul.
Sedangkan pada pasal berikutnya, yaitu pasal 158
Kompilasi Hukum Islam, selain syarat gabla al-dukhul

syarat mut’ah wajib diberikan oleh mantan suami apabila

" Muhammad Julianto, “Dampak Perceraian Dan Pemberdayaan Keluarga
(Studi Kasus Di Kabupaten Wonogiri)” 1, no. 1 (2019)., h. 78
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belum ditetapkan mahar bagi isteri tersebut dan perceraian
itu atas kehendak suami atau cerai talak.”’

b) Kewajiban Memberikan Nafkah iddah, Maskan, dan
Kiswah selama dalam iddah Selanjutnya, dalam hukum
positif Indonesia bahwa akibat dari putusnya perkawinan
mengakibatkan mantan suami wajib Memberi nafkah,
maskan, dan kiswah, kepada mantan isteri selama dalam
iddah, kecuali mantan isteri telah dijatuhi talak ba’in atau
nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil. Adapun yang
dimaksud dengan nusyuz adalah yaitu ketika pihak isteri
tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri
untuk berbakti lahir dan batin kepada suami sesuai dengan
hal-hal yang dibenarkan oleh hukum Islam. Hal itu berarti
yang patut dijadikan tolak ukur dalam menentukan nusyuz
atau tidaknya adalah berdasartkan pada fakta atas
pembuktian yang sah dipersidangan terkait dengan sikap
dan perilaku nusyuz selama keduanya menjalani rumah
tangga bukan siapa yang mengajukan perceraian. Kemudian
menurut Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 tahun
1974 yang mengatur akibat perceraian, menyatakan bahwa
pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk

memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan

! Muhammad Julianto...., h. 79
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sesuatu kewajiban bagi mantan isteri. Bahkan dalam Pasal
81 Kompilasi Hukum Islam tanpa mengaitkan dengan ada
atau tidaknya nusyuz dari mantan isteri, suami
berkewajiban memberikan tempat kediaman (maskan) bagi
mantan isterinya selama ia menjalani masa iddah.”

¢) Kewajiban Memberi Nafkah dan Biaya Pendidikan Anak
Selanjutnya, dalam tatanan hukum Indonesia tetap merujuk
kepada Pasal 80 ayat (4) huruf C KHI yang menyatakan
bahwa nafkah keluarga, di dalamnya termasuk nafkah
kehidupan dan pendidikan anak, ditanggung oleh ayah.
Pasal 80 KHI ini mengatur nafkah keluarga sebelum terjadi
perceraian, sedangkan Pasal 105 mengatur nafkah setelah
terjadi perceraian. Hal ini berarti tanggungan nafkah anak
tetap ditanggung sepenuhnya oleh ayahnya baik ketika
orang tua mereka berlum bercerai maupun setelah bercerai.

d) Nafkah terhutang Adapun yang dimaksud nafkah terutang
yaitu, nafkah selama pernikahan yang selama ini tidak atau
belum diberikan oleh suami kepada istrinya. Lalu dalam
proses perceraian di Pengadilan, pihak istri mengajukan
atau menuntut pihak suami untuk melunasi atau
membayarkan nafkah selama ini dilalaikannya tersebut.

Adanya tuntutan nafkah terutang ini diajukan bersamaan

2 Muhammad Julianto...., h. 80
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dengan perkara pokok perceraian yang sedang berlangsung.

Jika perkara tersebut merupakan permohonan cerai talak,

maka pihak istri (termohon) dapat mengajukan gugatan

rekonpensi. Dengan salah satu tuntutannya yaitu adanya
pemenuhan nafkah terutang selama ini.”

Dalam UUP dan KHI, peraturan mengenai hak
perempuan pasca perceraian yang berupa nafkah iddah talak
adalah sebagai berikut:

a) Bahwasannya pengadilan dapat mewajibkan bekas suami
untuk  memberikan  biaya  penghidupan  dan/atau
menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

b) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala
sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan
kemampuannya.

¢) Suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada
bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah
dijatuhi talak ba’in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak
hamil.

d) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk

istri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah

talak atau iddah wafat.

3 Muhammad Julianto....., h. 80
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e) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan
kemampuannya serta disesuaikan dengan Kkeadaan
lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat
perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang
lainnya.

e. Alasan Perceraian

Menurut ketentuan pasal 19 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-

alasan sebagai berikut o

1) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun
berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah
atau karena hal lain diluar kemampuannya.

2) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat,
penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

3) Salah satu pithak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau
hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan
berat yang membahayakan pihak yang lain.

5) Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit
dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai

suami istri.

™ Anwar Rahman, Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum
Perdara, Hukum Islam, Dan Hukum Administrasi...., h. 220
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6) Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisthan dan
pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi
dalam rumah tangga.

Menurut hukum Islam suami boleh menceraikan istri,
begitupun sebaliknya, istri boleh minta cerai kepada suaminya,
walaupun hukum asal bagi istri meminta cerai kepada suaminya
adalah haram, tapi ketika ada alasan yang dibenarkan oleh hukum
syar’i maka hukumnya dibolehkan. Beberapa alasan perceraian
yang dibenarkan menurut Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 116
Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat,
penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.”

2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun
berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah
atau karena hal lain diluar kemampuannya.

3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau
hukuman yang lebih beratsetelah perkawinan berlangsung.

4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan
berat yang membahayakan pihak yang lain.

5) Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit
dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai

suami istri.

5 Anwar Rahman....., h. 221
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Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan
pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi
dalam rumah tangga.

Suami melanggar taklik talak.

Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya
ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Adapun dalam hal cerai gugat seperti dalam doktrin figh,

setiap permohonan cerai yang diajukan oleh istri tidak harus selalu

berbentuk khulu' yang diikuti dengan pembayaran ‘iwad, tetapi

juga dapat dengan alasanalasan tertentu yang telah diatur dalam

perundang-undangan, yakni Pasal 39 ayat 2 UU No 1 Tahun 1974

yang berbunyi:?‘5

1)

2)

3)

4)

Suami berbuat zina, menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan
sebagian yang susah disembuhkan.

Suami meninggalkan istri selama 2 tahun tanpa izin istri dan
tanpa alasan yang sah atau karena hal lain yang diluar
kemampuannya.

Suami mendapatkan hukuman penjara 5 tahun atau lebih berat
setelah perkawinan berlangsung.

Suami melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang

dapat membahayakan pihak istri.

"5 Anwar Rahman...., h. 222



5) Suami mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak
dapat menjalankan kewajiban sebagai suami.

6) Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisthan dan
pertengkaran dan tidak ada harapan untyuk hidup rukun lagi
dalam rumah tangga.

7) Suami melanggar taklik talak atau perjanjian perkawinan

2. Penghasilan
a. Pengertian Penghasilan
Dalam Kamus Ekonomi, penghasilan (income) adalah uang
yang diterima seseorang dalam perusahaan dalam bentuk gaji,
upah, sewa, bunga, laba dalain sebagainya, bersama dengan
tunjangan pengangguran, uang pension dan lain sebagainya.ﬂ
Menurut Valeri J. Hull yang dikutip oleh Mesri Singarimbun
dan Sofian Efendi penghasilan adalah : “Gambaran yang lebih
tepat tentang posisi ekonomi keluarga dalam masyarakat.
Pengahasilan keluarga merupakan jumlah seluruh penghasilan
dan kekayaan Keluarga (termasuk barang dan hewan
peliharaannya) dipakai untuk membagi keluarga kedalam tiga
kemompok penghasilan yaitu: pengasilan rendah., penghasilan

menengah, dan penghasilan tinggi”

"7 Bryan Lowes and Chrithoper Pass, Kamus Lengkap Ekonomi Jilid 2 (Jakarta:
Erlangga, 2008)., h. 287
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Senada dengan definisi di atas, penghasilan/pendapatan atau
income dari seseorang adalah hasil penjualannya dari faktor-
faktor produksi yang dimilikinya kepada sektor produksi.”

Hasibuan Sp mendifinisikan pengertian pendapatan dibedakan
menjadi 2 jenis:?9
1) Pendapatan faktor yang didistribusikan

Pendapatan faktor golongan ini dapat dibagi lagi menurut
sumbernya menjadi:
a) Penghasilan sebagai upah
b) Penghasilan dari usaha sendiri dan pekerjaan
¢) Penghasilan dari kepemilikan harta
2) Transfer yang bersifat redistribusif Golongan ini, terutama
terdiri dari transfer pendapatan yang tidak bersifat mengikat
biasanya merupakan imbalan atas barang/jasa/hak milik.
Kemudian Hasibuan SP membedakan pengertian
pendapatan berupa uang dan barang. Hal ini dapat dilihat dari
uraian sebagai berikut:
1) Pendapatan berupa uang yaitu pendapatan dari gaji/upah yang
diperoleh dari pekerja pokok, kerja lembur, kerja sampingan,

dan kerja kadang-kadang.

78 Boediono, Sinopsis Pengantar Ekonomi (Yogyakarta: BPFE, 2010)., h. 172
" Hasibuan SP, Manajemen MSDM (Bandung: Alfabeta, 2011)., h. 86
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2) Pendapatan berupa barang yaitu pendapatan yang berupa
pengobatan, transportasi, perumahan, barang produksi dan
konsumsi.*

Secara umum pendapatan adalah sejumlah uang yang
diterima oleh seseorang (atau lebih) anggota keluarga dari jerih
payahnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dari uraian di
atas, dijelaskan bahwa pendapatan memegang peranan penting
dalam pemenuhan kebutuhan hidup, dimana pendapatan
merupakan ukuran yang dipakai untuk melihat apakah kehidupan
seseorang itu layak atau tidak layak. Dengan pendapatan yang
tinggi, setidaknya semua kebutuhan pokok terpenuhi sehingga
dapat mencapai suatu tingkat kehidupan yang layak.

Dari beberapa penjelasan di atas dapat penulis simpulakan
bahwa penghasilan adalah jumlah penghasilan yang didapat dari
sumber dari pekerjaan pokok dan pekerjaan tambahan. Adapun
yang dimaksut dengan penghasilan dalam penelitian ini adalah
tingkat penghasilan istri yaitu jumlah uang penghasilan yang
diterima oleh istri secara keseluruhan dalam setiap bulannya, baik
dari pekerjaan pokok maupun pekerjaan sampingan.

. Bentuk-bentuk Penghasilan

Biro pusat statistik merinci bentuk-bentuk penghasilan

sebagai berikut®':

% Hasibuan SP...., h. 89



1) Penghasilan berupa vang, yaitu:

a) Dari gaji dan upah yang diperoleh dari kerja pokok, kerja
sampingan, kerja lebur dan kerja kadang-kadang.

b) Dari usaha sendiri, yang meliputi hasil bersih dari usaha
sendiri, komisi, dan hasil penjualan kerajinan rumah

¢) Dari hasil investasi, yaitu penghasilan dari hasil hak milik
tanah.

d) Dari hasil keuntungan sosial, yakni penghasilan yang
diperoleh dari kerja sosial.

2) Penghasilan berupa barang, yaitu:

a) Bagian pembayaran upah dan gaji yang diwujutkan dalam
beras, pengobatan, transportasi dan perumahan dan
rekreasi.

b) Yang diproduksi dan dikonsumsi di rumah antara lain
pemakaian barang yang diproduksi di rumah, sewa yang
seharusnya dikeluarkan terhadap rumah sendiri yang
ditempati.

¢) Penerimaan yang bukan penghasilan yaitu penerimaan yang
berupa pengambilan tabungan, penjualan barang-barang
yang dipakai, penghasilan piutang, pinjaman uang, kiriman

uang, hadiah, pemberian warisan.

1 Muh. Said HM, Pengantar Ekonomi Islam, Dasar-dasar dan Pengembangan,
(Pekanbaru: Suska Press, 2008), h. 58



Dari pendapat di atas dapat diketahui bahwa bentuk-
bentuk penghasilan terdiri dari penghasilan terdiri dari
penghasilan uang, penghasilan berupa barang, dan penerimaan
yang bukan merupakan penghasilan.

c. Sumber Penghasilan

Sumber Penghasilan Hamalik mengatakan bahwa
“penghasilan atau income adalah uang yang diterima oleh
seseorang dari perusahaan dalam bentuk gaji, upah, sewa, bunga
dan laba termasuk juga beragam tunjangan, seperti kesehatan dan
pf:nsion”.82 Menurut Yuliana Sudremi “penghasilan merupakan
semua penerimaan seseorang sebagai balas jasanya dalam proses
produksi. Balas jasa tersebut bisa berupa upah, bunga, sewa,
maupun, laba tergantung pada faktor produksi pada yang
dilibatkan dalam proses produksi”.

Sedangkan Murfidin mendefinisikan penghasilan sebagai
berikut: Penghasilan adalah sejumlah dana yang diperolah dari
pemanfaatan faktor produksi yang dimiliki. Sumber pendapatan
tersebut meiiputi:83
1) Sewa kekayaan yang digunakan oleh orang lain, misalnya

menyewakan rumah, tanah.

** Hamalik Omar, Pengembangan Sumber Daya Manusia (Jakarta: Bumi

Aksara, 2011).. h. 32
* Murfidin and Mahfud, Manajemen Produksi Modern (Jakarta: Bumi Aksara,
2012)., h. 28



2) Upah atau gaji karena bekerja kepada orang lain ataupun
menjadi pegawai negeri.

3) Bunga karena menanamkan modal di bank ataupun
perusahaan, misalnya mendepositokan uang di bank dan
membeli saham.

4) Hasil dari usaha wiraswasta, misalnya berdagang, bertenak,
mendirikan perusahaan, ataupun bertani”.**

d. Faktor Pendukung Penghasilan Keluarga
Dalam berpenghasilan banyak sekali faktor yang
mempengaruhi besar kecilnya penghasilan yang diterima
seseorang. Dimana penghasilan ini akan memenuhi segala
kebutuhan keluarga dan pada dasarnya akan mempengaruhi
standar hidup seseorang. Menurut Soejitno Irmim ada beberapa
faktor pendukung penghasilan keluarga, yaitu:85

1) Pendidikan

Statistik menunjukkan, orang yang menempuh pendidikan
tinggi cenderung menghasilkan banyak uang daripada mereka
yang tidak. Ini seringkali membutakan mata masyarakat yang
akhirnya cenderung menganggap bahwa seseorang tidak akan

mendapatkan penghasilan yang tinggi sebelum mereka

menempuh pendidikan setinggi-tingginya. Ini tentu saja

** Murfidin and Mahfud....., h. 29

% Zuwita Abrar, “Fenomena Komunikasi Pernikahan Suami Istri Dengan
Perbedaan Tingkat Penghasilan (Studi Pada Penghasilan Istri Lebih Besar Dari Suami Di
Kota Pekanbaru),” JOM FISIP UR 3, no. 2 (2015).,H. 9
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merupakan mitos yang salah, yang benar adalah pendidkan
yang tinggi bisa membantu seseeorang untuk mendapatkan
penghasilan yang lebih besar, meski hal itu bukan satu-
satunya jaminan.
2) Pekerjaan

Penghasilan seseorang juga berkait erat dengan pekerjaan
yang dilakukan. Disinilah kita mengenal istilah white collar
worker dan blue collar worker. Pekerja kerah putih (mereka
yang lebih banyak menggunakan pikirannya dalam bekerja)
biasanya menghasilkan lebih banyak uang daripada mereka
yang berkerah biru (mereka yang lebih banyak menggunakan
tenaganya dalam bekerja). »

3) Umur

Penghasilan seseorang juga berkaitan dengan umurnya.
Mereka yang masih berumur 25 tahun kebawah cenderung
berpenghaislan lebih rendah daripada mereka yang sudah
berumur diatas 25 tahun keatas. Semakin tua umur seseorang
biasanya penghasilannya akan menjadi leebih tinggi. Ini
masuk akal mengingat pengalaman seseorang dalam satu
bidang, apabila ditekuni dari tahun ke tahun akan membuat
pengalamannya bertambah, sehingga penghasilannya juga

turut bertambabh.

¥ Zuwita Abrar....., h. 10
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Selain faktor-faktor diatas, ada juga variabel lain yang
biasanya mempengaruhi penghasilan yang didapatkan seseorang,
yaitu:®’

1) Keberuntungan

2) Bakat

3) Kerja keras

4) Koneksi.

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa penghasilan adalah
uang yang diterima selama periode tertentu dari balas jasa dari perusahaan
yang bisa berupa bentuk gaji, upah, tunjangan, seperti kesehatan dan

pensiun.

. Penelitian Terdahulu

Untuk menjaga letak keaslian penelitian dan agar tidak terjadi
duplikasi, penelitian melakukan kajian atas penelitian yang relevan dengan
tema yang penulis pilih. Dan hasil penelusuran yang penulis lakukan ada
beberapa karya tulis dengan tema yang relevan, yaitu:

1. Artikel yang berjudul Peran Istri Sebagai Wanita Karier Dalam
Perspektif Islam Dan Pengaruhnya Terhadap Angka Perceraian
Indonesia, Taklim: Jurnal Pendidikan Agama Islam Vol. 18 No. 2, yang
ditulis oleh Astri Dwi Andriani Pada Tahun 2020. Berdasarkan
penelitian ini menunjukkan bahwa Pergeseran peran dan fungsi suami

istri terjadi pada hampir semua lapisan masyarakat. Di Indonesia,

¥ Zuwita Abrar..... . 11
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banyak ditemukan istri yang bertindak sebagai kepala rumah tangga
yang berperan mencari nafkah. Istri yang bekerja di ranah publik,
menghasilkan vang dan ditekuni dalam waktu lama demi mencapai
prestasi disebut wanita karier. Terdapat konsekuensi bagi wanita karier
yaitu adanya peran ganda dalam waktu bersamaan antara pekerjaan
dengan keluarganya. Tidak ada satupun ayat dalam Al-Qur’an maupun
hadits yang melarang perempuan untuk bekerja, akan tetapi baik istri
maupun suami harus menjalankan hak dan kewajibannya dengan baik,
karena angka tertinggi perceraian disebabkan oleh ketidakharmonisan
dalam rumah tangga.88

2. Artikel yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Pencari
Nafkah Keluarga Sebagai Buruh Pabrik (Studi Kasus di Desa
Wonoagung Kec. Kasembon Kabupaten Malang), Mitsaqan Ghalizan :
Jurnal Hukum Keluarga dan Pemikiran Hukum Islam, Volume 04
No.01 Juny 2024 ISSN: 2964-2191, yang ditulis oleh Yeni
Kartikaningsih dan Marsidi pada tahun 2024. bahwa peran istri yang
tinggal di Desa Wonoagung memiliki peran ganda sebagai istri bagi
suaminya dan sebagai ibu bagi anak-anaknya. Seorang istri yang
membantu mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.
Hal ini dilakukan karena untuk membantu meringankan beban suami

dalam memenuhi kebutuhan keluarganya. Hukum Islam tidak melarang

% Astri Dwi Andriani, “Peran Istri Sebagai Wanita Karier Dalam Perspektif
Islam Dan Pengaruhnya Terhadap Angka Perceraian Indonesia,” Taklim: Jurnal
Pendidikan Agama Islam 18, no. 2 (2020).
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istri mencari nafkah selama tidak melanggar syariat Islam bahkan
membolehkan.*

3. Artikel yang berjudul Resolusi Konflik Keluarga Pada Istri yang
memiliki Penghasilan Lebih Tinggi Dari Suami, Motiva: Jurnal
Psikologi, Volume 03, No.1, yang ditulis oleh Cintami Farmawati pada
tahun 2020. resolusi konflik keluarga pada istri yang memiliki
penghasilan lebih tinggi dari suami tidak semudah yang dibayangkan,
Penyelesaian konflik yang tidak efektif memberi dampak negatif bagi
kedua belah pihak seperti meningkatnya interpersonal distress dan
menurunnya harga diri suami, munculnya sikap sombong dan arogan
pada istri serta hilangnya kualitas hubungan positif dalam keluarga.
Adanya keterbukaan penghasilan atau open sharing values, memberikan
pujian atas usaha suami, mengabaikan pendangan negatif orang lain,
mengelola keuangan keluarga dan komitmen menggunakan rekening
bersama serta saling menghargai dan mendukung satu sama lain
merupakan tindakan pemecahan masalah bersama yang dilakukan oleh
subjek penelitian.go

4. Artikel yang berjudul Telaah Hukum Ekonomi Islam Terhadap
Pendapatan Istri Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga (Studi
Kasus Pada Keluruhan Manggala Kecamatan Manggala Kota

Makassar), Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 17, Nomor 2

* Yeni Kartikaningsih and Marsidi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri
Pencari Nafkah Keluarga Sebagai Buruh Pabrik (Studi Kasus Di Desa Wonoagung Kec.
Kasembon Kabupaten Malang).”

? Cintami Farmawati, “Resolusi Konflik Keluarga Pada Istri Yang Memiliki
Penghasilan Lebih Tinggi Dari Suami,” Moriva: Jurnal Psikologi 3, no. 1 (2020).



Desember 2019, yang ditulis oleh Nurul Azisah Azzohrah, Abdul
Wahab dan Saleh Ridwan pada tahun 2019. pendapatan berpengaruh
positef terhadap kesejahteraan keluarga dan keluarga yang berkarir
ganda dikelurahan Manggala berdasarkan pengukuran BPS termasuk
kedalam keluarga sejahtera. Dalam Islam tidak ada larangan bagi
wanita untuk bekerja sepanjang tidak melanggar aturan syariat Islam,
bekerjanya wanita malah sejalan dengan prinsip ekonomi syariah yaitu
ta’awun dan maslahat.”’

5. Artikel yang berjudul Fenomena Perceraian Di Kalangan Wanita Karir
Tahun 2020-2021 Perspektif Hukum Islam (Studi Di Pengadilan Agama
Sungguminasa), Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga
Islam Volume 3 Nomor 3 Agustus 2022, yang ditulis oleh Hijriah
Mahrani Anwar, Lomba Sultan, dan Hadi Daeng Mapuna pada tahun
2022, Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat perceraian
wanita karir di Pengadilan Agama Sungguminasa mengalami
peningkatan setiap tahun namun dengan peningkatan yang tidak
siginifikan. Angka peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2021 dan
dominan wanita Karir yang menggugat berasal dari kalangan pegawai
negeri sipil (PNS). Dampak yang dirasakan oleh wanita karir yang
bercerai terdiri dari dampak positif dan negatif. Dampak positif yang

dirasakan lebih dominan daripada negatif. Dampak positif yang dialami

' Nurul Azisah Azzohrah, Abdul Wahab, and Saleh Ridwan, “Telaah Hukum
Ekonomi Islam Terhadap Pendapatan Istri Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga
(Studi Kasus Pada Keluruhan Manggala Kecamatan Manggala Kota Makassar),” Diktum:
Jurnal Syariah Dan Hukum 17, no. 2 (2019).
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oleh wanita karir adalah terbebas dari sakit hati akibat suami yang
melaukan kekerasan, tidak memberikan nafkah, dan adanya orang
ketiga dari hubungannya tersebut. Wanita karir juga tidak akan
merasakan kesulitan dalam kehidupan karena sudah memiliki pekerjaan
dan lebih bisa untuk meningkatkan karirnya. Dampak negatif yang
ditemukan dari wanita karir adalah kesulitan dalam hal ekonomi untuk
menghidupi anak-anak. Wanita karir yang ingin bercerai dengan suami
dapat melakukan gugatan ke Pengadilan Agama apabila istri tersebut
sudah tidak bisa lagi menerima perilaku suami dan istri dalam kondisi
tidak mampu bertahan lagi dengan suaminya maka dengan ini keduanya
dapat menyepakati mengakhiri hubungan mereka.”

6. Artikel yang berjudul “Disparitas Gaji Antara Suami Dengan Istri
Sebagai Wanita Karir dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan
Keluarga” Sakina: Journal of Family Studies, Volume 6, Nomor I,
2019, vyang ditulis oleh Desi Nuraeni pada tahun 2022. Hasil dari
penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan peranan domestik bagi
pasangan suami istri yang istrinya bekerja sebagai wanita karir terdiri
dari dua tipologi yaitu fleksibel dan sesuai keahlian. Maksud dari
fleksibel yakni yang memiliki waktu luang maka ia yang mengerjakan,
sedangkan yang dimaksud sesuai keahlian yaitu yang lebih ahli dalam

suatu perkerjaan maka dia yang mengerjakan. Sebuah relasi keluarga

o2

Hijriah Mahrani ANwar, Lomba Sultan, and Hadi Daeng Mapuna, “Fenomena
Perceraian Di Kalangan Wanita Karir Tahun 2020-2021 Perspektif Hukum Islam (Studi
Di Pengadilan Agama Sungguminasa),” Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum
Keluarga Islam 3, no. 3 (2022).
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yang istrinya memiliki penghasilan lebih besar daripada suaminya
menyebabkan dominasi/hegemoni pada salah satu pihak. Dalam hal ini
ada beberapa upaya yang dilakukan untuk menciptakan keluarga yang
harmonis, yaitu: komunikasi yang baik, visi dan misi yang sefrekuensi,
mengurangi ego, saling support, menerima keadaan pasangan dan
menanamkan nilai agama dalam keluarga.g?'

7. Artikel yang berjudul Problematika ekonomi Sebagai Penyebab
Perceraian Dalam Keluarga, Jurnal Pro Justicia, Volume 2, Nomor 2,
Desember 2022, yang ditulis oleh Indah Ratnawati Dan Iwan Ridhwani
pada tahun 2022. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa yang
menjadi sebab terjadinya permasalahan ekonomi dalam keluarga
diantaranya adalah karena suami tidak bekerja atau penghasilan
isteri lebih besar atau karena sama-sama bekerja dan kurangya
kesiapan bagi pasangan muda. Sementara solusi yang bisa
digunakan dalam menghadapi masalah ekonomi dalam keluarga
selain dengan adanya sikap keterbukaan antara suami dan isteri
adanya kesepakatan antara suami isteri juga sangat berperan dalam
menyelesaikan setiap masalah yang ada.”

8. Artikel yang berjudul Dinamika Komunikasi Pada Keluarga Ynag
Memiliki Istri Berpenghasilan Lebih dari Suami, Jurnal Komunikasi

Profesional, Volume 6, Nomor 2, e-ISSN: 2579-9371. URL:

» Desi Nuraeni, “Disparitas Gaji Antara Suami Dengan Istri Sebagai Wanita
Karir Dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Keluarga,” Sakina: Journal of Family
Studies 6. no. 1 (2022).

™ Indah Ratnawati and Iwan Ridhwani, “Problematika Ekonomi Sebagai
Penyebab Perceraian Dalam Keluarga,” Jurnal Pro Justicia 2, no. 2 (2022).
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http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/jkp yang ditulis oleh Ahmad

Khairul Nuzuli dan Ivan Sunata Pada Tahun 2022. Hasil dari penelitian
ini menunjukkan bahwa hal yang perlu diperhatikan dalam pembagian
peran adalah saling pemahaman dan menghargai dari pasangan. Hal
yang perlu diperhatikan dalam menjaga keharmonisan adalah intensitas
komunikasi yang bertujuan untuk meningkatkan saling pemahaman
antar pasangan.”

9. Artikel yang berjudul Kemapanan Keluarga dan Kemandirian Wanita:
Pada Fenomena Cerai Talak dan Cerai Gugat di Kabupaten Bengkalis,
Bertuah: Journal of Shariah and Islamic Economic, Volume 16, Nomor
1, Juni 2020 yang ditulis oleh Wan Wila Qurnia dan Saifunnajar Pada
Tahun 2020. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perceraian pada
keluarga mapan dan wanita berkarir sebenarnya bukan merupakan
pemicu cerai itu sendiri. Ini kembali pada diri masing-masing tiap
individu. Islam memandang perceraian sebagai jalan terakhir pada
hubungan suami istri dalam menyelesaikan masalah. Terlebih proses
untuk mengajukan permohonan dan gugatan cerai harus melewati
beberapa tahap. Diantaranya gugatan yang berisi alasan-alasan ingin
bercerai. Alasan-alasan ini merupakan pemicu perceraian-perceraian

yang ditangani oleh Pengadilan A gama.96

% Ahmad Khairul Nuzuli and Ivan Sunata, “Dinamika Komunikasi Pada
Keluarga Ynag Memiliki Istri Berpenghasilan Lebih Dari Suami,” Jurnal Komunikasi
Profesional 6, no. 2 (2022).

?® Wan Wila Qurnia and Saifunnajar, “Kemapanan Keluarga Dan Kemandirian
Wanita: Pada Fenomena Cerai Talak Dan Cerai Gugat Di Kabupaten Bengkalis,”
Bertuah: Journal of Islamic Economic 16, no. 1 (2020).
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10.  Artikel yang berjudul Peran Modal Sosial Istri Nelayan Kerang
dalam Menambah Penghasilan Keluarga di Desa Banjarkemuning
Sedati Sidoarjo, Jurnal Sosial Ekonomi Pesisir, Volume 3, Nomor 3,
yang ditulis oleh Nur Izzatil Amaliah dan Baiq Lily Handayani Pada
Tahun 2022. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perempuan yang
ada di desa ini membentuk jaringan dengan mengikuti kegiatan-
kegiatan sosial yang ada di Desa Banjarkemuning. Lalu adanya
kepercayaan muncul karena interaksi yang terjalin sudah sangat baik,
biasanya perempuan mengikuti arisan atau pengajian rutin untuk
menjalin interaksi tersebut. Dan yang terakhir adalah norma yaitu
aturan yang harus dipatuhi dan diikuti oleh anggota. Norma yang
dimiliki oleh perempuan Desa Banjarkemuning membantu dalam
mengontrol kehidupan bersosial sehari-hari misalnya nelayan yang
berhutang modal kepada pengepul harus menyetorkan hasil lautnya
kepada pengepul tersebut, jika tidak maka akan dijadikan bahan
omongan bagi penduduk Desa Banjarkemuning lainnya karena terkesan
tidak memberikan terimakasih kepada si pengepul yang telah
memberikan modal kepada nelayan tersebut.”’

11, Artikel yang berjudul Peran Aktif Wanita Dalam Peningkatan
Pendapatan Rumah Tangga Miskin: (Studi Kasus Pada Wanita Buruh
Perkebunan PT. Asian Agri Di Dusun Pulau Intan). Jurnal Ecobisma,

Vol, 6, Nomor 2 yang ditulis oleh Eva Fitria pada tahun 2019. Hasil

”7 Nur Izzatii Amaliah dan Baiq Lily Handayani. Peran Modal Sosial Istri
Nelayan Kerang dalam Menambah Penghasilan Keluarga di Desa Banjarkemuning Sedati
Sidoarjo, Jurnal Sosial Ekonomi Pesisir, Volume 3, Nomor 3, 2022
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Penelitian ini menunjukkan bahwa peran aktif wanita sebagai istri-ibu
rumah tangga di Dusun Pulau intan, Desa tanjung Harapan sangat besar,
karena istri mempunyai dua peran ganda selain beban kerja didalam
rumah tangga, juga berperan sebagi pekerja diluar rumah. Dampak
peran aktif wanita (istri-ibu) di Dusun Pulau Intan dalam
perekonomiannya sangat tinggi. Mereka bisa memberikan sumbangsih
yang besar bagi pendapatan keluarga, walaupun pendapatannya tidak
terlalu besar tapi sangat berdampak postif bagi perekonomian
l\'eluarga.98
12. Artikel yang berjudul Persepsi Suami Istri Terhadap Gaji Istri
Sebagai Harta Bersama, Wasathiyah: Jurnal Studi Kelslaman, Volume
4, Nomor 1, Januari 2023, Penerbit: LPPM STIS Hidayatullah, Nomor
ISSN: 2716-4721 yang ditulis oleh Nurhasanah dan Miftahul Jannah
Pada Tahun 2023. Penelitian in1 menunjukkan bahwa sebagian suami
istri tidak setuju jika gaji istri merupakan harta bersama, pada dengan
alasan tidak seluruh gaji istri dimasukkan sebagai harta bersama, karena
untuk membuktikan bahwa suamilah yang menafkahi, mencari nafkah
itu kewajiban suami bukan an kewajiban. bersama. Sedangkan suami
istri sepakat dengan alasan asal saja menikah mereka bekerja sama dan
mengelola usahanya, ada kesepakatan antar suami dan istri serta harta
bersama telah diatur dalam undang-undang. Kesimpulan dari penelitian

ini adalah Walaupun harta bersama tidak disebutkan secara khusus

" Eva Fitria, Peran Aktif Wanita Dalam Peningkatan Pendapatan Rumah

Tangga Miskin: (Studi Kasus Pada Wanita Buruh Perkebunan PT. Asian Agri Di Dusun
Pulau Intan), Jurnal Ecobisma, Vol. 6, 0. 2, 2019
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dalam Al-Qur'an, namun di Indonesia sudah menjadi demikian suatu
adat istiadat masyarakat agar hukum Islam menganut kaidah ushuliyah
yang artinya “adat istiadat bisa menjadi hukum”. Lalu jika istri bersedia
dan senang membantu suaminya mencari nafkah menafkahi
keluarganya, maka dia akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda,
yaitu pahala silaturahmi dan memberi sedekah.”

13. Artikel yang berjudul Dampak Perbedaan Penghasilan Suami Istri
Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus di Desa Grobog Kulon
Kecamatan Pangkah). Jurnal at-Tawasuth, Volume 4, Nomor 2,
Oktober 2024, ISSN: 2721-4966. Yang ditulis oleh Akhmad Muhtarom
Zafa Pada Tahun 2024. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Isteri
yang memiliki pemahaman dan pengamalan agama yang cukup maka
tidak akan pernah memandang rendah terhadap suaminya. Namun
demikian, suami harus berusaha semaksimal mungkin untuk
mendapatkan penghasilan yang lebih besar dari pada isteri, karena
seorang suami itu memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada
keluarganya (anak dan isteri). Bila usaha yang dilakukan tidak
membuahkan hasil yang maksimal maka isteri harus menerima keadaan
dan bersabar.'”

14. Artikel yang berjudul Pemberian Nafkah Suami Kepada Istri yang

berpenghasilan Perspektif Sosiologi Hukum Islam, Jurnal Hukum Islam

* Nurhasanah and MIftahul Jannah, “Persepsi Suami Istri Terhadap Gaji Istri
Sebagai Harta Bersama,” Wasathiyah Jurnal Studi Kelslaman 4, no. 1 (2023).

' Akhmad Muhtarim Zafa, “Dampak Perbedaan Penghasilan Suami Istri
Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Di Desa Grobog Kulon Kecamatan
Pangkah),” Jurnal At-Tawasuth 4, no. 2 (2024).
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& Peradilan, Volume 7, Nomor 1, yang ditulis oleh Arini Rufaida dan
Nuryati pada tahun 2022. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
Nafkah wajib hukumnya dipenuhi oleh suami berdasarkan nash-nash
yang bersumber dari al Qur’an, hadis dan ijma. Nafkah adalah hak istri
meskipun ia kaya dan suaminya miskin. Kewajiban memberi nafkah
kepada istri tidak gugur, kecuali jika istri membangkang atau nusyuz.
Tentang praktik pemberian nafkah dari suami pada istri yang
berpenghasilan di Desa Somagede Kabupaten Banyumas berdasarkan
hasil wawancara peneliti dengan responden, masing-masing keluarga
mempunyai cara yang berbeda dalam mengaplikasikan kewajiban
memberi nafkah pada istrinya. Sedangkan menurut sosiologi hukum
Islam, suami tetap wajib memberikan nafkah pada istri yang
berpenghasilan sendiri sesuai dengan kemampuannya tanpa menuntut
nafkah melebihi batas kemampuan suaminya. a
15 Artikel yang berjudul Pembagian Harta Bersama Dalam Konteks

Penghasilan Istri Lebih Besar Dibanding Suami (Analisis Putusan MA

RI Nomor 266 K/AG/2010). JUSTITIABLE-Jurnal Hukum, Volume 4,

Nomor 2, Juli 2022, Fakultas Hukum Universitas Bojonegoro, ISSN:

2662-1047, yang ditulis oleh Sawitri dan Mochmad Mansur pada tahun

2022. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Pembagian harta

bersama Dalam Putusan MA RI Nomor 266 K/AG/2010 menjadi %

bagian untuk istri dan % bagian untuk suami karena tidak memenuhi

"' Arini Rufaida dan Nuryati. berjudul Pemberian Nafkah Suami Kepada Istri

yang berpenghasilan Perspektif Sosiologi Hukum Islam, Jurnal Hukum Islam &
Peradilan, Volume 7, Nomor 1, 2022.
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kewajibannya memberikan nafkah keluarga dan bertanggung jawab
kepada anak-anaknya. 2
C. Hipotesis Penelitian
Hipotesis Penelitian merupakan dugaan sementara yang didasarkan
pada hasil observasi, yaitu:
1. Semakin tinggi penghasilan istri, semakin besar kemungkinan
terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Bengkalis.
2. Penghasilan istri yang lebih tinggi dari suami akan meningkatkan
kemungkinan perceraian.
3. Perbedaan penghasilan antara suami dan istri yang besar akan
meningkatkan kemungkinan perceraian.
4. Penghasilan istri yang meningkat secara signifikan dalam waktu
singkat akan meningkatkan kemungkinan perceraian.
5. Pasangan yang memiliki penghasilan istri tinggi dan lama pernikahan
yang relatif singkat akan memiliki kemungkinan perceraian yang lebih

besar.

"2 Sawitri and Mochammad Mansur, “Pembagian Harta Bersama Dalam
Konteks Penghasilan Istri Lebih Besar Dibanding Suami (Analisis Putusan MA RI
Nomor 266 K/AG/2010),” Justitiable: Jurnal Hukum 4, no. 2 (2022).



BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field Research),
yaitu suatu penelitian yang sumber data utamanya dengan cara melakukan
penelitian secara langsung ke lapangan. Penelitian lapangan adalah
penelitian yang bertujuan mempelajari secara intensif latar belakang dan
keadaan sekarang dan interaksi lingkungan yang terjadi pada suatu satuan
sosial.'”

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil sumber data dari
Pengadilan Agama Bengkalis lalu dideskripsikan dan dianalisis sehingga
dapat menjawab persoalan yang telah dirumuskan dalam rumusan
masalah. Berdasarkan sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif
dengan metode pendekatan teologis, yuridis normatif dan sosiologis.

Penelitian yang bertujuan untuk mengamati Sejauhmana tingginya
penghasilan istri dalam meningkatkan resiko perceraian di Pengadilan
Agama Bengkalis dan apakah ada perbedaan tingkat perceraian pada
pasangan dengan penghasilan istri yang lebih tinggi dibandingkan dengan
pasangan dengan penghasilan istri yang lebih rendah di Pengadilan Agama

Bengkalis.

'* Edi Kusnadi, Metodologi Penelitian (Jakarta Timur: Ramayana Press dan
STAIN Metro, 2008)., h. 17
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B.

Tempat atau Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Bengkalis. Dalam
hal ini penulis ingin mengetahui sejauhmana dan apakah ada perbedaan
tingkat perceraian di Pengadilan Agama Bengkalis.

Informan Penelitian

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan
informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.

1. Informan Utama Informasi penelitian diperoleh dari data perceraian
yang bercerai dikarenakan penghasilan istri.

2. Informan Pelengkap (Pendukung) adalah Informasi penelitian
diperoleh dari Pengadilan Agama Bengkalis.

Informan penelitian juga merupakan subjek penelitian yang mana
dari mereka data penelitian dapat diperoleh, memiliki pengetahuan luas
dan mendalam mengenai permasalahan penelitian sehingga memberikan
infomasi yang bermanfaat. Informan juga berfungsi sebagai pemberi
umpan balik terhadap data penelitian. '™

Dalam penelitian ini informan yang dipilih adalah para pelaku yang
terkait langsung yakni suami yang memiliki istri dengan penghasilan
tinggi, istri yang memiliki penghasilan tinggi dan mengalami perceraian,
serta Hakim dan Panitera Pengadilan Agama Bengkalis yang menangani
kasus perceraian. Adapun kriteria informan penelitian yang peneliti

anggap mampu dan mengetahui permasalahan ini, ciri-cirinya antara lain:

'** Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kualitatif (Jakarta: PT. Raja Grafindo

Persada, 2010)., h. 47



1. Berada di daerah yang diteliti
2. Mengetahui kejadian/permasalahan
3. Bisa berargumentasi dengan baik
4. Merasakan dampak dari kejadian/permasalahan
5. Terlibat langsung dengan permasalahan
Untuk memudahkan dalam pencarian data dan informasi jelasnya

tentang informan dalam penelitian ini maka dapat dilihat dari tabel

dibawah ini:
Tabel 3.1
Informan Penelitian

No Nama/Inisial Keterangan

1. | Mufti Arifudin, S.Sy Hakim

2. | Wira Utama, S.H.I Panitera

3. | Fachrur Rienzi Lumuba, S.H Panitera Muda Hukum
4. | Mashudi, AMd Kom Pramubakti (Arsip)
5. | ER Informan Utama
6. |IC Informan Utama
7. | WD Informan Utama
8 | IW Informan Utama
9. KL Informan Utama
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10.

HL Informan Utama

D. Subjek dan Objek Penelitian

1.

Subjek Penelitian

Yang dimaksud dengan subjek penelitian adalah sesuatu atau
satuan tertentu di mana objek penelitian terscbut berada. Subjck
penelitian di sini adalah orang, tempat atau benda yang diamati dan
akan dikenai kesimpulan hasil penelitian.'” Adapun subjek penelitian
ini adalah suami yang memiliki istri dengan penghasilan tinggi, istri
yang memiliki penghasilan tinggi dan mengalami perceraian, serta
Hakim dan Staff Pengadilan Agama Bengkalis yang menangani kasus
perceraian.
Objek Penelitian

Yang dimaksud objek penelitian adalah sesuatu yang dikenai
penelitian atau sesuatu yang diteliti.'” Objek penelitian di sini juga
merupakan masalah penelitian atau hal yang menjadi titik perhatian
penelitian. Adapun objek dalam penelitian ini adalah tingginya

penghasilan istri dalam meningkatkan resiko perceraian.

E. Sumber Data

Adapun sumber data yang mendukung tulisan ini terdiri dari:

1.

Sumber Data Primer
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Deddy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja

Rosdakarya. 2006).. h. 33

"5 Anshori Muslich and Sru Isawati, Meftodologi Penelitian Kuantitatif

(Surabaya: Airlangga University Press, 2017)., h. 114
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Yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, sebagai
data primer dalam penelitian ini adalah hasil dari wawancara,
observasi, dokumentasi penulis di Pengadilan Agama Bengkalis yang
berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti.

2. Sumber Data Sekunder
Yaitu mencakup buku-buku yang sifatnya sebagai data
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pendukung. ™’ Data sekunder dalam penelitian ini berupa data yang
diperoleh dari literatur yang ada di perpustakaan, dari buku-buku,
jurnal dan yang lain sebagai penunjang terhadap masalah yang diteliti.
F. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling
strategis dalam penelitian. sebab tujuan utama dari penelitian adalah
mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka
peneli tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang
ditetapkan. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut:
1. Observasi
Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang
dilakukan dengan cara mengadakan penelitian secara teliti, serta
pencatatan suara sistematis. Menurut Kartono pengertian observasi

ialah studi yang yang disengaja dan sistematis tentang fenomena social

dan gejala-gejala psikis dengan jalan pengamatan dan pencatatan.

"7 Etta Mamang Sangadi, Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis Dalam

Penelitian (Yogyakarta: Andi Offset, 2010)., h. 190
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Selanjutnya, dikemukakan tujuan observasi adalah mengerti ciri-ciri
dan luasnya signifikasi dari interelasinya elemen-elemen tingkah laku
manusia pada fenomena sosial serba komplek dalam pola-pola kultur
tertentu. '™

Metode observasi adalah metode pengumpulan data yang
digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan
penginderaan. Dalam penelitian ini penulis melakukan observasi pada
website SIPP Pengadilan Agama Bengkalis, Bagian Kearsipan
Pengadilan Agama Bengkalis.

2. Interview atau Wawancara
Yaitu sebuah dialog yang dilakukan oleh wawancara (interview)

untuk memperoleh informasi dari terwawancara.'”

Wawancara juga
diartikan sebagai teknik pengumpulan data dengan mengajukan
pertanyaan kepada informan dan mencatat atau merekam jawaban-
jawaban informan.''’ Interview dibedakan menjadi tiga macam,
yaitu:'"'

a. Interview Bebas (tanpa pedoman pertanyaan)

b. Interview Terpimpin (menggunakan daftar pertanyaan)

108 Imam Gunawan, Mefode Penelitian Kualitatif (Jakarta: PT Bumi Aksara,

2008)., h. 143

199 Quharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta:
Rineka Cipta, 2006)., h. 155

"% Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: CV. Pustaka Setia,
2011)., h. 173

1! Nasution, Metode Research Penelitian Ilmiah (Jakarta: Bumi Aksara, 2006).,
h. 119
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c. Interview Bebas Terpimpin (kombinasi antara interview bebas

dan terpimpin).

Dalam penelitian ini untuk dapat mencapai apa yang diharapkan
maka penulis menggunakan interview bebas terpimpin untuk
mewawancarai hakim, panitera dan pelaku yang bercerai, di mana
penulis menyiapkan pertanyaan secara garis besar mengenai hal-hal
yang terkait penyebab perceraian dikarenakan oleh tingginya
penghasilan istri di Pengadilan Agama Bengkalis dan Kabupaten
Bengkalis.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal yang berupa
catatan, thesis, skripsi, buku agenda dan sebagainya. "> Dalam metode
dokumentasi ini penulis menggunakan SIPP, Laporan Tahunan dan
Arsip di Pengadilan Agama Bengkalis serta dokumen pendukung
lainnya yang relevan dengan penelitian ini. Metode ini digunakan
untuk mencatat hal-hal yang dianggap penting atau hal yang ada
hubungannya dengan permasalahan perceraian di Pengadilan Agama
Bengkalis.

G. Teknik Analisis Data
Analisis adalah proses menyusun data agar dapat ditafsirkan.
Menyusun berarti menggolongkannya dalam pola, tema, atau kategori.

Analisis  data  merupakan  proses mengatur  urutan  data,

"2 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta:
Bhineka Ciptya, 2007)., h. 231
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mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian
dasar.

Teknik analisis yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah
deskriptif kualitatif. Yaitu data yang dikumpulkan lebih mengambil bentuk
kata-kata atau gambar daripada angka-angka yang diperoleh melalui
wawancara mendalam maupun observasi, hasil penelitian tertulis berisi
kutipan-kutipan dari data untuk mengilustrasikan dan menyediakan bukti
presentasi.

Prinsip pokok analisis kualitatif ialah mengolah dan menganalisis
data yang terkumpul menjadi data yang sistematis, teratur, terstruktur, dan
mempunyai makna.' 13

Dengan penjelasan diatas maka peneliti menggunakan teknik
analisis data deskriptif-kualitaif yang mana menjelaskan dan
menggambarkan permasalahan yang diteliti dalam bentuk kalimat yang
diperoleh dari wawancara, observasi dan dokumentasi sehingga ditemukan
pemahaman yang jelas mengenai tingginya penghasilan istri dalam

meningkatkan resiko perceraian di Pengadilan Agama Bengkalis.

" Elvinaro Ardianto, Metodologi Penelitian Untuk Public Relations Kuantitatif
Dan Kualitatif (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2011)., h. 215



BAB YV
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis menyimpulkan:

1. Tingginya penghasilan istri berperan dalam meningkatkan resiko
perceraian di Pengadilan Agama Bengkalis, dengan berbagai faktor
agama, ekonomi, sosial, dan psikologis yang turut mempengaruhi
dinamika rumah tangga. Penghasilan yang lebih tinggi dapat
meningkatkan kemandirian ekonomi istri, yang pada gilirannya
mengubah peran dan hubungan dalam keluarga, memunculkan
ketegangan antara suami-istri, dan menciptakan ketidaksetaraan dalam
penghasilan. Selain itu, pengaruh penghasilan istri terhadap status
sosial, penghargaan, serta perbedaan dalam pengelolaan keuangan dan
prioritas kehidupan turut berkontribusi pada meningkatnya ketegangan
dalam rumah tangga. Faktor-faktor ini, bersama dengan krisis identitas
pribadi dan peran gender, memperburuk hubungan suami istri dan
dapat mendorong terjadinya perceraian.

2. Peningkatan kasus perceraian pada wanita karir di Pengadilan Agama
Bengkalis menunjukkan trend yang stabil dengan angka kenaikan yang
relatif kecil, yakni sekitar 3% per tahun, dengan puncak peningkatan
pada tahun 2024. Meskipun terdapat fluktuasi tahunan dalam jumlah
perkara, peningkatan kasus perceraian wanita karir tetap berada dalam

kisaran 50 hingga 70 kasus per tahun, dan terlihat adanya perbedaan
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penghasilan (Gaji) antara penghasilan istri yang rendah atau tinggi
terhadap terjadinya perceraian. Namun, lebih dominan ditemukan
kasus perceraian pada istri yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri
Sipil (PNS), yang memiliki penghasilan lebih tinggi, di mana faktor-
faktor lain turut berperan dalam mendorong terjadinya perceraian
tersebut.
B. SARAN
Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan beberapa
saran diantaranya:

I. Kemandirian perempuan dalam bidang sosial ekonomi harus
diimbangi dengan pemantapan iman, bahwa sumber segala sesuatu
termasuk rizki adalah Allah, sedangkan manusia banyak hanya
krannya saja. semuanya yang akan kita peroleh adalah atas karunia
Allah.

2. Kepada istri yang berpenghasilan lebih tinggi, jika dalam hubungan
keluarga terdapat pihak yang mencari nafkah baik itu suami, maupun
istri seharusnya hasil pendapatan tersebut digunakan bersama-sama
dalam rumah tangga dengan tidak ada sekat dalam kepemilikan
pendapatan supaya terciptanya rumah tangga yang bahagia dan kekal
berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa sesuai tujuan perkawinan
dalam pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974. Selain itu saran dari penulis
tetap menjaga komunikasi yang sehat antara suami dan istri. Karena

dalam wilayah apapun komunikasi adalah kunci supaya terjadinya
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pemakluman serta masukan-masukan yang membangun dan bisa
diterima antara pasangan suami istri.

. Perlunya peningkatan program pembinaan keluarga yang dilakukan
secara periodik, hal ini dilakukan oleh Kementrian Agama Melalui
KUA atau pemerintah daerah melalui BP4.

Kepada pihak pemerintah agar menjaga kestabilan kegiatan ekonomi
dengan membuat lapangan kerja yang dapat menyerap tenaga kerja

baik laki-laki atau perempuan secara seimbang.
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& Lamp. £
. Hal :1zin Melakukan Kegiatan Riset Tesis/Disertasi
= *,‘% Kepada

- Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
- Satu Pintu Prov. Riau
Pekanbaru

Dengan hormat, dalam rangka penulisan tesis/disertasi, maka dimohon kesediaan
Bapak/Ibu untuk mengizinkan mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

S Nama : ALFI HASANAH
0 - : NIM :22390224793
0 5 7 @ Program Studi : Hukum Keluarga 52
Semester/Tahun 11l (Tiga) / 2024
C o & Judul Tesis/Disertasi : Peran Tingginya Penghasilan Istri Dalam

o Meningkatkan Resiko Perceraian: Studi
' Kasus di Pengadilan Agama Bengkalis

untuk melakukan penelitian sekaligus pengumpulkan data dan informasi yang
diperlukannya dari Pengadilan Agama Bengkalis

Waktu Penelitian: 3 Bulan (24-Desember 2024 s.d 24 Maret 2025)

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Tembusan:
Yth. Rektor UIN Suska Riau
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JI. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 33117TPEKANBARU

Email : dpmptsp@riau.go.id

Il
||

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/71128
TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN TESIS

= (3 1.04.02.01
- Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat
Permohonan ~Riset dari : Direktur Program Pascasarjana UIN Suska Riau, Nomor

'. 9-43.'.55@1“-045"8“&1-01!1 2/2024 Tanggal 24 Desember 2024, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama :  ALFIHASANAH

2. NIM/KTP : 22390224793

3. Program Studi ¢ HUKUM KELUARGA

4. Konsentrasi Toouw

5. Jenjang ;82

6. Judul Penelitian : PERAN TINGGINYA PENGHASILAN ISTRI DALAM MENINGKATKAN RESIKO
PERCERAIAN : STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA BENGKALIS

7. Lokasi Penelitian : PENGADILAN AGAMA BENGKALIS

) ﬁengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

U 2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai
“ tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan

., Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 30 Desember 2024

Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PTSP | PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU

Tembusan :
Disampaikan Kepada Yth :
1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2.. Bupati Bengkalis
' Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu di Bengkalis
3. Direktur Program Pascasarjana UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



| PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan : Antara No. Kode Pos : 28712
No. Telp/Fax : (0766) 23615 e-Mail : info@dpmptsp.bengkaliskab.go.id Website : dpmptsp.bengkaliskab.go.id

Bengkalis, 09 Januari 2025

“Nomor — o: 500.16.7.4/DPMPTSP-JU/I2025/8 Kepada:

‘Lampiran; - : - Yth. Ketua Pengadilan Agama Bengkalis
~Hal © = _: Rekomendasi di -

_ = § ek

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis,
memperhatikan Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi
Riau' Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/71128 tanggal 30 Desember 2024 perihal

n 16unpuijic

=4 ‘j_; Rekomendasl Izin Riset, dengan ini memberikan rekomendasi kepada :
; Nama :  Alfi Hasanah

Alamat : JI. Sudirman Pedekik

73 = 5 NIM 1 22390224793

~ Universitas : UIN SUSKA RIAU
Program Studi ¢ Hukum Keluarga
_ Jenjang 82

Bermaksud mengadakan riseUpra riset dalam rangka :

1. Judul :
"PERAN TINGGINYA PENGHASILAN ISTRI DALAM MENINGKATKAN RESIKO

PERCERAIAN: STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA BENGKALIS".
2. Lokasi Penelitian :
Cop D PENGADILAN AGAMA BENGKALIS.
Z = 3. Penelitian ini berlangsung selama 3 Bulan terhitung sejak tanggal rekomendasi ini dibuat.

Sehubungan hal tersebut untuk proses selanjutnya kami serahkan kepada Saudara, mengingat
pada prinsipnya kami tidak keberatan terhadap penelitian yang bersangkutan sepanjang
dipenuhinya ketentuan danpersyaratan yang berlaku.
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Demikian disampaikan, untuk dapat dimaklumi dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkandi  : Bengkalis
Pada tanggal  : 09 Januari 2025

a.n. BUPATI BENGKALIS
Pit. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
® =4 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 B KABUPATEN BENGKALIS,

e i8]

Pembina (IV/a)
NIP. 19780912 201001 1 003

td

“Tembusan disampaikan kepada Yth. ;
4. Kepala DPMPTSP Provinsi Riau;
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis;

‘3. Yang Bersangkutan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
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